
WALI KOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR \0 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLll'{GGAU, 

Menimbang: a. bah\\a dalam rangka mewujudkan s1stem pengelolaan 
keuangan daerah yang taat pada ketentuan peraturan 
perund ang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, 
transparan dan bertanggungja¥.ab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat, maka diperlukan pengaturan 
pengelolaan keuangan daerah secaramenyeluruh yang 
mencakup p erencanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan dan penatau~ahaan, serta pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan 
kondisi d an k ebutuhan masyarakat dan daerah; 

b. bahwa dengan berlaku nya Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 20 19 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
d an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, keb eradaan Peratur an Daerah Kota 
Lubuklin ggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok­
Pok ok Pen gelolaan Keuangan Daerah sudah t1dak 
s e suai lagi dengan perkembangan hukum terbaru di 
bidang p engelolaan keuangan daerah, sehingga perlu 

diganti dan disesu aikan; 

C. bahwa berdasark an pertimbangan sebagaimana 
dimaksud p ada huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Menginpt : t. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Dipi11cla i dengan CamScan/lN 



2. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2001 tcntang Pcmbentuk:in 
Kota LubukL1nggau (Lembaran Negara Republik rndrmcsfa 

Tahun2001 Nomor 87, Tarnbahan Lernbaran NegDra 

Republik Indonesia Nomor 4114); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuangcJr 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(J'J"~ 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indr)nec;i~ 

Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarar. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Dipindai dengan Cam Scanner 



10. Peraruran Pemerintah 'omor lo T hun 201 tentnng 
Perangkat Dac:.•rah (Lembaran Negara Rc:.~publik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Ta~bdhnn Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
peracuran Pemerintah .:--;omor 7 2 Tahun 20 l Q ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 'omor 18..,., Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 0402): 

11 Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 q ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbo.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekn1s Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomorl 781); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7). 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
DAN 

WALi KOTA LUBUKLINGGAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

Oipi1dai denga1 CaimScan,er 



2 Pemenntah Kot.a ada llh Pem.cnnta: Kata Lubukhn.ggau 

1 . Men ten adafah Men ten yang men; e "=nggaiakan """'"'...,.Jsan 

pemenntaban dafam negen 

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan 

5. Wali Kota adafah Wali Kot.a Lubuklinggau. 

6 . Dewan Perwa1'.ilan ~~yat Daeran yang selanjumya d.isebut 
DPRD adalah Dewan Per c1.kilan Rakvat Daerah Kota 
L..Jbuklinggau. 

7. Peraturan Wali Kota adalah Peratura..""! Weill Kota Lubuklinggau. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sek.retaris Daerah Kot.a 
Lu buklinggau 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan t;rusan 
Pemerintahan Daerah. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingk.at SKPKD, adalah unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

12. Unit 5KPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa Program. 

13. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Unit 

OBK adalah Unit SKPD yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan dibidang kesehatan dalam bentuk Rumah Salcit 
Daerah yang memberikan pelayanan secara profesional. 

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. 

15 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran un tuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

Dlpinctai denga.n CamS<:anner 



16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA, adalah peJabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanak.an sebagian 
ke" enangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD. 

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanJutnya 
disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD. 

18. Pejabat Pen gelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah k epala SKPKD yang mempunyai 
rugas melaksanakan pengelola an Aanggaran Penda p atan 
dan Belanja Daer ah dan bertindak seb a gai b endahara 
umum daerah. 

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutny a disingkat 
B UD, a dalah PPKD yang bertindak dalam kapas itas 

sebagai B UD . 

20. Kuasa B UD a dalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 

21. Pejaba t Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutny a 
disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD 
yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari 
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

22. P ejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD, 
a dalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keu angan pad a SKPD. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang 

selanjutny a disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat 

y ang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

Unit SKPD. 

24. Bendahara Pengeluaran a dalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, memb a yarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk. keperluan 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

S K.PD. 

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Dipindai dengall CamScanner 



26. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya 
disingkat Bendahara Unit OBK adalah bendahara pada unit 
Orgamsas1 Bersifat Khusus yang memiliki tugas dan wewenang 
setara dengan bendahara pengeluaran. 

27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah d engan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
su atu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji b erdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

28. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
b entuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
b erhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

29. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, 

keseluruhan 
penganggaran, 

pelaporan, 
Keuangan pertanggungjawaban, dan pengawasan 

Daerah. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah renc ana k euangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

32. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah. 

33. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari kas 
Daerah. 

34. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 
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auafah d;;,na yang bersur- 'Ye"r d:::.ri pe:-~-:::<'p~t.;;.r APB 
yang dialrJkasik..an d.e.., gar- tvju c,.:t pe--..n~ o.U::..a;-

kemampuan keua.ngan ar:;.a:- ::,;;,erart ur:1tl-L mena.onaJ 
kebutuhan Kota dafam ... &ng::r...c pelaksdnoc:!J"l 
Desentralisa.si. 

39. Dana ~olr..as-i K:.'1.Usl::.s ya..".lg se.&: . .,t,tny;; disi>;?G.t DJ. .. K 
adaJab dana yang bersumb~ da.--i pend.a.pd,.~ APB~~ 
ya.ng di~oE..as.kar.. .iCepada Daer-ah teru!Dtu der ga.~ rujua.n 
untuk membantu me:r:danru kegi.atan :kr.""s. ... s yang 
merupakan Urusan Pemerintaban yang menja.di 
k~'enangan Daerah. 

4 0. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemennt.ah 
Daerah :;. ang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam penode tahun anggaran berkenaan. 

41. Pemb1ayaan adalah setiap penerimaan yan.0 perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkc naan 
maupun pada tahun-tahun anggaran bcrilcutnya. 

42 Pinjaman Daerah adalah sem u a transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manf aat yang bernilai u ang dari pihak lain 
sehingga Daerah ter sebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

43. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah 
jumlah uang yang wajib dibayar Pcmerintah Kota 
dan/atau kewa.1iban Pe m erintah Kota yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan penmdang­
undangan, perjanjian, a tau berdasarkan sebab lainnya 
yang sah. 

11lpindai r:tP.nn,1n c amscannP.r 
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48 Rencim1.1 Pembnngunnn ._Jnngkn Mcnengah D,wrnh :i t.UlR 

sd.1njutnvn d1singk11t RPJMD. ndnl41h dokun1c-n 
pcrcnc.u\unn On •rah untuk pcriodc- 5 (hn1n) tnhun 
tcrh1tung seJnk dilm1tik snmpni dcng 1n bt.·r~1khirn_ tl 
masa Jabutm1 Kcp,tlu Dncrnh. 

49. Rcncnna Pcmbangunnn Tnhun .. 1.n Dncrah , ang 
selanjutnya disebut Rencnnn Kcrj,1 Pen1(.'rintt1h D,1t.•r ,h 
yang selnnjulnyu disingknt RKPD. t1dal 1h do\ umen 
perencnnaan Dncrnh untuk pcriodc l (s .. 1tu) tahun. 

50. Rencana Strategis Satunn Kerjn Perdngka t l ,"\t."r,1h ~ 41ng 
selanjutnya disingknt dcngnn Ren~tr 1 ~KPD. adalah 
dokumen pcrenco.no.nn Sntuo.n Kerjn Pen1ngkat Dacrah 
untuk periodc 5 (lima) tahun. 

P rangkat Daer h . ang 
SKPD, adalah dokumen 

51. Rencana Kerja Satuan Kerja 
selanjutnya disingkat RenJa 
perencanaan Satunn Kerjn Pc rnngkllt 
periode 1 (satu) tahun. 

52. E-Planning 
digunakan 

suatu s is tcm 
penyusunan 

pembangunan Kota secara elcktronik. 

adalah 
untuk 

Dacrah untuk 

inf orma i ang 
prcnan n 



53. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode I (satu} tahun. 

54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas 
dan ba.tas maksimal anggaran yang diberika.n kepada 
pcrangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan 
sebagai acuan dalarn penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

55. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 
SKPD atau dokumen yang memuat rencana p endapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD. 

56. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan 
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya 
akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

57. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota untuk mencapai 
sasaran dan tujuan pembangunan Kota. 

58. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan 
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan k erja p er angk at 
daerah sebagai bagian dari p en capaian sasaran t erukur 

pada suatu Program dan terd iri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber d aya baik yangberupa 
personil atau sumber d aya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan untuk mengh a silkan keluaran dalam 
bentuk barang/ jasa. 

59. Kegiatan Tahun J amak a dalah kegiatan yang 

dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 
(satu) tahun anggaran y ang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahun jamak. 

Dipindai dengan Cam Scanner 



60 Kduaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh 
Kcgiat n n yang dila.ksanakan untuk mendukung 
pt•ncupa.Ja.n sasaran d an tujuan Program clan kebijakan. 

61. H asil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfu n gsinya Keluaran d ari Kegiatan dalam 1 (satu) 
Program . 

62. Sasaran adalah Hasil y ang d iharap kan dari suatu 
Program ata u Keluaran y ang diharapkan dari suatu 
Kegia tan. 

63. Kinerja adalah Keluaran/ Hasil dari Program/Kegiatan 
yang akan atau telah dicapai s ehubungan dengan 
pengguna an anggaran dengan kuantitas dan kualitas 
y ang t erukur. 

64. Kas Umum Daerah adalah tempat p en yimpanan uang 
D aerah yang ditentukan oleh W ali Kota untuk 
m enampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar 
seluruh Pengeluaran Daerah. 

65. R ek ening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
p en yimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wah 
Kota untuk menampung seluruh Penerima an D aerah dan 
m embayar seluruh Pengeluaran Daerah pada b ank yang 

dit e tapkan . 

66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja P e r angkat 
D aerah y ang selanjutnya disingkat DPA SKPD, a dalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD 
a tau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai d asar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
sebagai dasar penerbitan surat p ermintaan pembayaran 
atas pelaksanaan APBD. 

68. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP, adalah dokumen yang digunakan untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

Dipindai dengan Cam Scanner 
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"-<·~~IHll\11 IIJlt ' ll\:{l(lllld 11111111 •1n t11.i11 I n1n pc·1.i11r.k,1t 

d.u·i.111 11111t :-..11111111 1~1· 1 j.i p1•11111p,kut d1w1ul1 d1111/,d.i11 

untul 11H•1t1h1.1""' 1wnr,1•l111111111 y,111g 1u1·1111111t tt d,11 d r111 

nqu.inn, 11 tidnk 11111111•.k111 dil11k11k1111 111C'l11hii 11wkr111i~11w 

pt·mb,1\ 111,111 ln11gsu11g. 

70 P1..·n,b,\y,1r,\l, L1HlJl,l-l\ lllK yrnlj,.!. ~wl11 niul11y41 di•~i11gk.1l LS, 

ndnlnh Pnnbnynnm L11ngsung kcpn<IH lwndollnn, 

pengdunrnn/ 1wm·1 inrn h uk lrii1111y11 11tns cl11snr rwqunjian 
kt'tju, surat lugns, clnn /ntm, suntl p,•rinluh ktTJU lairinya 

melnlur pen crbiln 11 sur11t p<:1 intuh m<•rnl,~1yu1 lrn1gsung. 

7 1. Tambahun Uang Pcrscdiunn yn n~ sdanjutnya disebut 
TU, adalah tambahan uung muka yang d1bcrikan kcpada 
benduharu pcngcluurun/ bcndohoro pengeluaran 
pembantu untuk mcmbiayai pcngcluaran atas 
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP 
dengan batas waktu dalam 1 (satu)bulan. 

72. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM, adalah dokumen yang digunakan unluk penerhitan 
surat perintah pencairan clan.a atas Behan pengeluaran 
DPA SKPD. 

73. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP, adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan 
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP 
untuk mendanai Kegiatan. 

74. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah 
dibelanj akan. 

75. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU, adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan 
pengeluaran DPA SKPD, karena kehutuhan dananya 
tidak dapat menggunakan LS dan UP. 

76. Surat Perintah Memhayar Langsung yang selanjutnya 
disehut SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

Oipindai dengan CamScanner 



71 H11111I 1•, 111itrd1 

diu11 ,,-~lutl H l'21 >, 
,.,, ,., ,IJH.IJI ,, • .,... Y1H1P, 

1,d:1k,h d,,kum n y:.u1~ 
lunJ tny 

dJf,',Un~kar 

/H IJ:11111 ,P. Mil1k Jn1 1 ·1oh y;,n~ t-J:m1utnytt !.h ,mw.at f~ :11b, 
:t< l,tl :d, :w11111 :, 1,:u;JIJJ{ y: 111g dJt, IJ ;Jf,.iU d1r,,·n,leh ,1t;:, 

I J<-l,ri11 Af'HJJ ul:n A t,,•r:.1:-w l d~11 perc,lehon )~1nnyf.l yc1ng 
·u d, . 

7'1 ::;i~:, fP l,ih Pcthitqn11,:1n Ang~ar:JIJ yan.v, sclc1nJutny;, 
di·w ln1t SiLJ>A , :J<Jalah •,, Jfoih Jchih rc:JJi :cJm TJ<:nerim:J;.,n 
drni p, 11gdu:Jr:-m :Jnl!,j!/Jna, ►cl:.trfla l (m:atu) p,:ri,,dc 
tir1g1<ur un . 

80 Piulm1g Dw_;rtih ~d~.tl<.1h jumla_h uang yang w&jib dibayar 
k< pada Pc mcrint .-J h Kotc.t d~n/ atau hak Pemerinta.h Y..ota 
yang d.tpat dinilm dcngc:.tn uc:.tng sebagc1i ak1bat petJanjian 
utou ukibvt Jainnya bcrdasarkan ketcntuan peraturan 
pcrundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 

81 Pcraturan Daerah yang selanjutnya d1sebut Perda, 
adalah Peraturan Oaerah Kota Lubuklinggau. 

82. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pela.ksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdaya.kan, dan menyejahterakan 
masyarakat. 

83. Urusan Pemerintahan Wajib a d alah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Daerah. 

84. Urnsan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota. 

85. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

86. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai 
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal. 



8'/ Hml;u1 l,:iyw1nn Umum Dacrah yang selanjutnya 
cl ir-;ingkEtl HLIJr >, udalHh s1.,tt m yang d1terapkan oleh 
•ut1u1u1 l«·rju pt ru111~kat ducruh otau unit satuan kerja 
pc·ru11gk;t1 d:u-r;Jh pud;i saluan kcrja perangkat daerah 
d;1lum n1<_;ml,, rikuri rwluyanan kcpada masyarakat yang 
rn<·rnpuuyw fkk•~ibj)itas dalam pola pengelolaan 
kc·um1g,m scbugai pcngecualian dari ketentuan 
Pe11gcloluc.1n Keuangan Oacrah pada umumnya. 

88. Uacrah Ot.onom yan g selanjutnya disebut Daerah, adalah 
k csat uan masyarakat hukum yang mempunyai batas­
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
Urusan Pcmerintahan dan kepentingan masyarakat 
sctcmpat m e nurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalaro sistem Negara Kesatuan. Republik 
Indonesia. 

89. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. 

90. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Kota. 

91. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke 
luar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup 
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

92. Standar Akuntansi Pemerin t ahan yangselanjutnya 
disingkat SAP, adalah p rin s ip-prinsip akuntansi y ang 
diterapkan dalam menyusun dan m en y ajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

93. Kebijakan Akuntansi Pem erintah Daerah adalah prinsip, 
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih 
olch Pemerintah Kota sebagai p edoman dalam menyusun 
dan menyajikan lapor an k euangan Pemerintah Kota 
untuk memenuhi k ebutuhan pengguna laporan 
kcuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan 
laporan keuangan terha dap anggaran, antar p eriode 
maupun antar entitas. 

Dipindai dengall CamScanner 



'M :-,~1 , ,., 11 A1<11,,1.11, ·u J>,11wri11t1Jh J>u<rah y:H1g s clanjutnya 
d, :11 11 ,-~k rll ;/\1'1 J , ,1d ·d:1Jt 1 :111gkaiun Hi•, t,•rnutik dari 
pt o ~ 1•d1 i, , ,,, 11y,•J1 •111~v,11111, f'' ' ' 1111111u1 dun <:lc m e n J:.un 
1111111li 11ww11j11dkw1 fi111gHi :ikuJJtanc,j sej :.1k anHlis is 
1, .. ,, -., ,ktti tJ:io,psJt d,•11gur1 pt luporun kcuangan d i 
lit11-!l<1111g,u1 c11ga11 1~:1:;i Pcrrier111t,Jt-wn D~.1<·ruh . 

<J!, Hu,-~un Akuu S tut1dw yang H<!lanjutnya drningkat BAS, 
uduluh dufh.1r kodcfika~1 dan klasifikasi terkait transaks i 
k<.·tw11gun yung d1'iU8Un })C<..ara sistematis sebagai 
pcdomHn d f.l l am pclaksanaan anggaran dan pelaporan 
kcuLJngon Pcmcrintah Kota. 

96. l lari adalah hari kerja. 

Pasal2 

( 1) Pcmerintah Kota dalam m enyelenggarakan urusan 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya, 
mempunyai kewajiban dalam pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disusun berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Pasal 3 

Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak Daerah untuk memun gut pajak daerah dan 

retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan daerah dan memb ayar tagihan pihak 
ketiga; 

c. penerimaan Daerah; 
d. pengeluaran Daerah; 
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 
hak lain yang dap at dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota 
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerint ahan 
Daerah dan/ atau kep entingan umum. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



Pasa1 4 

( 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaku.kan secara tertib, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 
manfaatuntuk masyarakat, serta taat pada ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan 
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

BAB 11 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 5 

(1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kota dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama; 

c. menetapkan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda ten tang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD; 
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan 
mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan PA/KPA; 

n ipindai :-:leno~n camsc.annAr 



h . mcnetapkun Henctnhara l'<:nenmaan <Jan Bendahara 
Peng(•luanu1 ; 

i . mcnelopkun peJohal yang bertugas melakukan 
pcmungutan pajak clat>1 ah dt=u1 n ; trihusi <lac:rah; 

j. mt•nrtupkan pt:jabat yang bcrtugas mdakukan 
pcngelolaan Utang clan Piutang Dacrah ; 

k . mcnctapkan pcjabat yang berlugas mdakukan 
pengttJtan alas tagihan dan memcrintahkc1n 
pembayaran; 

I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka 
Pengclolaan Keuangan Dacrah sesuai dcngan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan; 

m menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara 
pengcluaran pembantu, bendahara bantuan opcrasional 
sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi 
bersifat khusus dan/ a tau bendahara khusus lainnya yang 
diamanatkan peraturan perundang-undangan, dan 

n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan 
keten tuan peraturanperundang-undangan 

(3 ) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan sebagian atau 
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan 
Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. 

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b . kepala SKPKD selaku PPKD;dan 
c. kepala SKPD selakuPA. 

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada 
pnns1p pemisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, dan menerima a tau 
mengeluarkan uang. 

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan dengan KeputusanWali Kota. 

Pasal 6 

( 1) W a1i Kota selaku wakil Pemerintah Kota dalam 

kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) 
berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan 

umum daerah atau pemegang saham pada perseroan 
daerah. 

Oipindai dffl98n CamSc-annef° 



(2) Ketentuan mengenai Wali Kota sela.ku wakil Pemerintc1h 
Kota daJam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( J) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah 

Pasal 7 

( 1) Sekretaris Daerah. selaku Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b . koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD, dan rancangan 
pertanggungj awaban pelaksanaan APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 

(2) Koordinasi dalarn pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: 
a. koordinasi dalarn penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah; 
b. koordinasi dalarn penyusunan kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; dan 
c. koordinasi dalarn penyusunan laporan keuangan 

pemerintah Kota. 

(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertanggungjawab kepada Wali Kota. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 8 

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan 
Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD· 

Oipindai dengan CamScanner 



,: mclaksunakan pemungutan Pendapatan Daerah 
\·.u1g tdah diatur dalam Perda; 

d mclHksanakan fungsi BUD; dan 
<.' . melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

pcraturan perundang-undangan. 

(2 ) PPKD dalam m elaksanakan fungsinya selaku BUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: 
a. m enyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan 

APBD; 
b. mengesahkan DPA SK.PD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD dan 

DPPA-PPKD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d . memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 
e. m elaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f . menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 

jaminan atas nama Pemerintah Kota; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan daerah; 
1. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal 

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak 
dilakukan melalui RKUD . 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD 
dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d. m embuka rekening Kas umum daerah; 

e . membuka rekening penerimaan; 

f. membuka rekening pengeluaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

( 4) PPKD selaku BUD dalam mengelola investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memperhatikan 

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya 

sebagai akibat langsung dari investasi yang dilakukan. 

Pasal 9 

( 1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan 
SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai 
Kuasa BUD. 

Dipindai dengall CamScanner 



(/I r. . , .. ;, E , (;> 

,, tr-t.:_Jr,~ ·,r 
p&.da o.yat ( 1) 

/a J .Kot2 

t, TfJ~r.;,Jr.tpZH-l" ,'.J' 

C. frlt,Jl,T tJf.1/..hrl ., •~ J 

d UJ~rn:::,nt::sc r.,~,::,✓-•,:::,r &.arJ. penerr-r.~n d<:1n pengduaran 
APBJJ okn r.,:::,ro~ ,fan/ :-,;12u lerr:: oa_gf:I keu&ngan lainnya 
f~'T,?, re.~n c.!iu ... .nju ,{; 

e. meng ..1n;.;.n&zan da:n rcengf:l.tur dana yang ciiperluk.an 
dafarn p~J~.v..1>.&n~;.,n AP.eJ, 

f rnenI,rr1p::.,n Jang d::i{; ..... 8.r. 

pen err-pa tan uang daerah dan 
mer,gek..,;& rr-.:-en.f:IU:iU.sara/...an !r.vestas1; 

h . Tn";l;.,y .. £.:.=:in pemba:;aran berdasar~ permintaan 
PA/ V.PA ;;,t&s. ½eb&n .A.PED, 

i. m ";;a.,.-:: .,&.n6r...an pembenan pmJa..m.ar.. daerah atas nam.a 
P;a;r.nerintah Kv~; 

j. rn.ela.KUY ... cu1 pengelo...aan utang dan piutang daerah; 
dan 

k. meLak1 ... iY.an penagihan pil.4.tang daerah. 

(4J Da..:Orn pengdolaan k?.....s, Kuasa B~D sebagairoana dimaksud 

pad.a o j'Bt 'lJ, mempunya.1 rugas· 
a menyiap~ anggaran ~ dilak:ukan dengan menghrmpun 

dan menguj1 a..."lggaran kas yang disusun Kepala SKPD 
..mnu.: ditetap;,..an oleh BUD; 

b. mel.a.t:t.lE..an penyisihan piutang tid.ak t.ertagih dalam 
mengelol.a piutang menatausahakan penyisihan dana 
bergulir yang tidak tertagJ..h atas investasi; dan 

c rn.enytap&m dokumen pengesahan dan pencatatan 

penerimaan dan pengeiuaran yang tidak melalui RKUD. 

(SJ Kuasa BUD sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab kepada PPKD selaku BGD. 

Pasal 10 

(lJ Wall Kota atas usul BUD dapat m enetapkan lebih dari 1 
(satuJ Kuasa B UD di lingkungan SKPKD dengan 
pertimbangan besaran j um.lah u ang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, dan/ atau r entang kendali. 

(2J Ketentuan lebih lanjut mengenai 
sebagaimana dim.aks ud pada ayat ( 1) 
Keputusan Wali Kota. 

pertimbangan 
diatur dalam 

Dipindai dengan Cam Scanner 
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r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

(3) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai wewenang: 
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan 

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran 
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah; 

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

Kepala SKPD selaku PA memiliki kewajiban: 
a. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya yang merupakan akibat yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD; 

b. mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 
sebagai akibat: 
1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya; 
2. basil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada 

penyedia barang/ jasa m enyelesaikan pekerjaan sehingga 
melampaui tahun anggaran sesu ai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

3. akibat putusan pengadilan yang telah m empunyai 
kekuatan hukum tetap ; dan 

4. kewajiban lainnya yang menja di beban SKPD yang harus 

dianggarkan pad a APBD setiap tahun sampai dengan 

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

c. mengelola piu tang daerah yang m enjadi hak daerah sebagai 
akibat: 

1. perjanjian atau perik atan; 

2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; dan 

4. piutang lainnya yang m enjad i hak SKPD sesuai d en gan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dipi11cla i dengan CamScan/lN 
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Pasal 13 

(I) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) PA yang bertindak: sebagai pejabat pembuat komitmen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tu.gas, wewenang 
dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Pasal 12 dan Pasal 13 kepada W ali Kota melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kelima 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 15 

( 1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
kepala Unit SKPD selaku KPA . 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan pertimbangan: 
a. besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan; dan 
b. lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

(3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/ su b kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh 
SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/ su b kegiatan 
yang kriterianya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap SKPD 

yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, dan/atau kelu rahan sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksu d pada 
ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan W ali Kota atas 
usul kepala SKPD. 

Dipindai dengan Cam Scanner 



(6) Pclirnpuhan kcwenM1gan s<:baguirnanr:.a dimaksud pf.1da 
ayat ( l) rncJiputi : 
a. meJakukan tindak,Jn yung rncngHkibutkun 

pengcluaran utas bcban anggaron bc·lunja; 
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan 

mcmenntahkan pcmbayaran; 
d. mengadakan ikatan/ pcr.Janjian kcrja samu dcngan 

pihak lain dalam batc:.1s anggaran yang tclah 

ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribus1 dacrah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menJad1 

tanggungjawabnya,dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya scsuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

(7) Dalam m elaksanakan 
dimaksud pada ayat 
kepada PA. 

kewenangan sebagaimana 
(6) KPA bertanggung jawab 

Pasal 16 

(1) Dalarn hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan 
SPM-LS. 

(2) Dalam hal mengadakan ikatan u ntuk pengadaan barang dan 
Jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai 
dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen 
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

Dalam hal terdapat Unit OBK, KPA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-Unit OBK; 

b. menyusun DPA-Unit OBK, 

c. melakukan tindakan yang men gakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja dan/atau pengelua ran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unt OBK yang dipimpinnya 

e. melakukan pengujian atas ta gihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

Dipind~f dengan Ct1rnScarmer 



., .. 11f!t,d1d tnl 11 n f 11/ J•• 11 wpo,1 k• 11n nmn d,·ngun plh 1k lain 
d,.111111 l,.i l tns 1;111,w1 .. ,;11 yn 11g d,1, 111111< 111, 

,,,, 11[1• l11Jr, 11fu11g d,w pn11 , 111g 1h11 111h ym,v, m• nJodi 
1,,11µ1•1111111 , 1w1d1 '1 l( f 'l J yn11~~ dq,1111p11111 y;1, 

11 ,, 11 y 111H 111 dnu 111t 11y11111p,11ki111 lnp11u111 k,•uHr,J.9Jrl 1JC11I <JHV: 
y1111g d1p1111p11111yu , 

111t 11yw, 1111 pdnlrn11 11r11111 rmgg:inm p :ida ur11t < JHY y:mg 

1 l1p11111,11111yn, 

111, 1wtnpku11 l'l ' J K dun l'PK Unit SKPD, 

111 11w11, 111pl11111 1w111lwt lui1111yt1 dulmn urnt (JBK y~ng d1pimpinny,j 
dul,1111 1111111,lw ptng, lolaan k<.;w1n~an daernh, dfJn 

, , . ,11d11Jq.,1t1111ku11 tugas lainnya scsua1 dcngan kct<;ntuan 
J1ri 1111d1wg w1danga11 

Pasal l 8 

D:1!11111 Jia l KPA berhalangan tctap atau sementara 
l<~kul u:u1 pcrnturan perundang-undangan, PA bertugas 
u1,,:JJgiunl,iJ a lih pelimpahan sebagian tugasnya yang 
dhei ahka11 kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Satu an Kerja Pcrangkat Daerah 

Pasal 19 

sesuai 
untuk 

telah 

( J) PA/ KPA dalam m elaksanakan k egiatan menetapkan 
pcj;Jbat pada SKPD/Unit SK.PD selaku PPTK. 

(2) PPTK scbagaimana dimaksud p ad a ayat (1) bertugas 
rn<;mbantu tugas dan wewenang PA/KPA: 
a. mengcndalikan dan melaporkan perkembangan 

pclaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit 
SKPD; 

b. mcny1apkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
Kcgiatan/Sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan 
pcraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pcngadaan barang/ jasa. 

(1) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 
Kcgiatan/Sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a , meliputi: 
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a . menvusun jndwnl p<'lnksn11.111n K<'~t:111111/Sul> kq,{1111011, 

b. memorntoring dnn C'vnh111s1 pdolum11ru111 l,c,-;1:llll11/S1d, 

kegrntan; dnn 
c melaporkan pt>rkcmbnngan pt·l. 1k:m1u1r111 Kc·v.i11t,111/~11d1 

kegiatan kepndu PA/ KP/\. 

(4) Togas menyiapkan dokumt•n dolmu rnngko f)( l11l<•,:iw11111 
anggaran atas beban pcngclunrun pdnksa11nm1 K1-g111t,111/Suh 

kegiatan sebagaimana d imnks ud pmin ayul (2) liun!f t,, 

meliputi: 
a. menyiapkan laporan kincrja pelaksanuun K<:giut,in/8ub 

kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrosi pcmbuyuran scsuai 

dengan persyaratan yan g dilclapkan dalam kclentuan 

perundang-undangan;dan 
c. menyimpan dan menjaga keutuh an scluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan. 

(5) Dok:umen administrasi pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a m encakup dokumen 
administrasi kegiatan maupun dokumen a dministrasi 
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. 

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJYI'K bertanggung 
jawab kepada PA/KPA. 

Pasal 20 

( 1) Penetapan PJYI'K sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 
besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang 
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang 
kriterianya ditetapkan Wali Kota. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m erupakan 
Pegawai ASN yang menduduki j a batan struktural s e suai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan 
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat 
di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan 
berintegritas. 

(4) Dalam hal tidak terd a p a t Pegawai ASN yang mendu d uki 
jabatan struktural, PA/ KPA dapat menetapkan pejabat 
~gsional umum s ela.ku PPTK yang kriterianya 
d1tetapkan W ali Kota. 

Dipindai dengan Camscanner 
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11 ,,., lnJ<1~lu-n1 v, t P, Pl1 <, U, , pJ, l , d· n 

:~ J>I' U1 l w~11p:,r,ny ~ yar JI, d .;,J 
11/,!1 Ji,11d:,h,ir1J I' nv,,lusuun , 

I,. 111, ny111pkan RI• '1 , 

, . 111,•lukukr111 v, , ,fikn ,1 l:iporun J)'"'rtsJ11ggung1~ ;,bEJn 
n,•,1dnht11:1 J• •n 11mwin dnn J: mdHhara Pen~~Juaran , 

d . '"' l11k::1111111knn fu:r1g i ,.kunt.Hn ,1 pwJa SKPD, dan 
, . nw11yuH1u, lupo,:an k,•u:.ngan SKP[ 

P) l'J'K SKPJJ/Unit SKI'D crupa!Y.an Ap&Ia ur S1pll gara yang 
11w 1Hlwluki 1ut,a1:w •,1, uktural untuk me:nJalanJ,..an fungs1 
pc·11111111 amhwm k,·twn~llfl umt SKPI) 

(4) l'l'K S KJ'IJ •,,·bav,aimana dimak ud pada ayat (l) tidak 
rnc:rangktJJ) :,, b:ig:u p, Jabat dan pegawai yang bertugas 
mclukukw1 p<·rnungutan pajak daerah dan retribusi 
du< rnh, B c ndHhuru Penerimuan, Bcndahaia Pengeluaran, 
duu/ntau l'PTK scrt ~• jabatan dalctm rangka pengadaan 
baranK dan jutta. 

(5) Dalan1 rnclaksanakan t uga'l 
scbagai1naua dirnaksud pada 
bertunggung jawu b kepada PA. 

dan wewenangnya 
ayat (2), PPK SKPD 

Bagian Kcddapan 
Pcjub:it l'enat ausah aan Kcuan gan Unit SKPD 

PasaJ 22 

( I ) D0Jun1 hal PA n1elirnp a hkan scb agian kewenangannya 
kcpndu K J>A kar n u pcrtimbangan sebagaimana 
dirnakstHI dalarn Pusal 15 ay a t (2 ), PA menetapkan PPK 
Uuil SKI'D yung d irckrut dnri Pcgowai ASN yang menduduk.i 
jalmtan s truklural un t uk rn lHksanakan fungsi tata u saha 
k uaugan p11da U n it SKPD. 

Diplncl.31 dcngan CamSeanner 
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'I (J d.111 HJ>J> Lt> y:i11J1, dl:JjlJk;ir, ,,)Ph li1•11d:1h:11:;1 

f>t t,g,-J I 1:11 :u J J'1 •,r1 l,:011 IJ ; d :1t1 

,,. r, 1, J:,~uk:J11 v1· 11f1k11•,1 J:Jf''JI :Jt1 J>' r 1 ;i11v,11,ut1Y,FtW: Jb:tt1 

J kndah:in1 1'1•tw1 itn:.ian J>,·rnl,anl I_J dan Bt:nda hara 

J>1·n11,1; Ju:uun J)('mb:1nl u . 

("J) S<;l:iin rnr.l,Jk•,arwk:rn I UV,:J', •,cl,:1v,aimfJna dirrwks ud padrJ <Jyat 

(2), J>I>K Unit SKPJ> rn<.l:1k:-,:mahJrJ t ug:1 :-; l:Jinnya m<lipul i: 

a . mck1kuk,m v,~nfi~1,i 1,urnt f>(,rrnint.aan p<;mbayaran ~ta<; 

pcn~cmbalian kdcbih~rn p<;ndapatnn dacrah dari 
bendfJhwa pencrima::sn pcrnbantu/ Bcnd<..1hara lainnya; dan 

b. mc:ncrbitkctn 'iUral p<;rnyata.an vcr1fika~1 kelcngkapan dan 
keabsahan SPP TU dan SPP LS bcserta bukti 
kelcngkapannya scbagai da~ar penyiapan SPM 

(4) PPK Unjt SKPD pada Unit OBK mempunyai tugas meliputi: 
a. melakukan verifikasi SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan 

SPP- LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 
oJeh Bcndahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dan Bendahara lainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan 
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar 
penyiapan SPM; 

c. menyiapkan SPM; 
cl. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan ,Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara lainnya; 

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD 
Khusus;dan 

f. menyusun laporan keuangan Unit SKPD Khusus. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), PPK unit 
SKPD bertanggung jawab kepada KPA. 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 23 

( 1) Wali Kota atas usul PPKD selaku BUD menetapkan 
Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan pada SKPD. 



c ..!J u, ridab~u,1 J•enr:nm:1::in sebagaimana dimaksud pada ayat 
( J) 11wmJ11k1 tui~as d~n wcwcnang menerima, menyimpan, 
lfl' 1Jyc1 ,~1 kc J~KUlJ , menatausahakan, dan 
rnernpt:rt aIJggungjuwcjbkan Pendapatan Daerah yang 
di t ,-rim an y:.J . 

€'1) <~cJ&in t ugc.1<, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(:.!), 1.kndahara Penerim.aan memiliki tugas dan wewenang 
Jf.imnya palmg sed1k1t meliput1: 
~- rneminta bukti transaksi at.as pendapatan yang diterima 

langsung mclalui RKUD; 
b melakukan venfi.kas1 dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Wali Kot.a; 
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 

dengan jumlah yang telah ditetapk.an; 
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya; dan 
e. menyiapkan dokumen pembayaran at.as pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

Pasal 24 

( 1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA, Wali Kota dapat menetapkan Bendahara 
Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang 
bersangkutan. 

(2) Bendahara Pen erimaan Pembantu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 25 

( 1) Kepala S KPD atas usul Bendahara Pen erimaan d apat 
menetapkan pegawai yang b ertuga s sebagai pembantu 
Bendahara Penerim aan untuk meningk a tkan efektivitas 
pengelolaan Pendapatan Da erah. 

(2) Pegawai yang bertugas sebagai pembantu Bendahara 
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
melaksanakan tugas dan wew enang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala SKPD. 

Pasal 26 

( 1) W ali Kota atas usul PPKD menetapkan Be ndahara 
Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebe ndaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pa d a SKPD. 

Dipindai dengall CamScanner 



(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimakmid pudn 
ayat ( l) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pcmbayun1n 1ncnp;g1111 nlu111 

SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 
b . menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, clan TU ynng 

dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban sccara 

administratif kepada PA dan la po ran 
pertanggungjawaban secara fungsional kepad a BUD 
secara periodik;dan 

g. memungut, menyetorkan, 
sesuai dengan ketentuan 
undangan. 

dan melaporkan pajak 
peraturan perundang 

Pasal 27 

(1) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya k ep ada KPA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat 
(2), Wali Kota atas u sul PPKD menetapkan Bendahara 
Pengeluaran Pembanlu dan B endahara Unit OBK. 

(2) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permin taan pembayaran menggunakan 

SPP TU dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari 

Bendahara Pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari B UD ; 
d. melaksanakan pemb ayaran a tas p elimpahan U P dan 

TU yang dikelolanya; 
e. menolak perintah b ayar dari KPA yang tidak sesuai 

denganketentuan per a turan p erundang-undangan; 

f. meneliti kelengkapan dokum en pembayaran; 
g. memungut, menyet orkan, dan melaporkan pajak 

sesuai dengan k e t entuan peraturan perundang­
undangan; dan 

h. membuat laporan pertanggungjawaban 
administratif k epada KPA dan 
pertanggungjawaban secara fun gsional 
Bendahara Pengelu aran secara periodik. 

secara 
laporan 
kepada 

(3) Bendahara Unit OBK seb a gaimana dimaksud pada ayat 
( 1) memiliki tugas dan wew enang: 
a. mengajukan p ermintaan pembay aran m en ggunakan 

SPP TU dan SPP LS; 
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b . mcncrima dan menyimpan pelimpahan UP, GU dan 

TU; 
c:. mclaksonukan p cmbayaran dari UP, GU dan TU yang 

dikclolanya; 
d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai 

ctengankelentuan peraturan pcrundang-undangan; 
e. m eneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat la poran pertanggungjawaban secara 

a dministratif kepada KPA dan laporan 
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD 
secara periodik; dan 

g. memungut, dan menyetorkan pajak sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 28 

( 1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 
menetapkan pegawai yang bertugas sebagai pembantu 
Bendahara Pengeluaran u n tuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan Belanja Daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas sebagai pembantu Bendahara 
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai d engan 
lingkup penugasan yang dit etapkan dengan Keputusan 
Kepala SKPD. 

Pasal 29 

( 1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, Bendahara Unit OBK dilarang: 
a. melakukan kegiatan perdagangan, p ek erjaan 

pemborongan, dan penjualan j asa; 
b . bertinda.k sebagai penj amin a tas k egiatan, pekerjaan, 

dan/ atau penjualan jasa; 
c. menyimp an u ang p a d a suatu bank atau lemba ga 

keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara 
langsung maupun t id ak langsung; dan 

d. melakukan perbuatan lainn ya yang melanggar 
ketentuan peraturan p erund ang -undangan terkait 
keuangan daer ah. 

(2) Larangan bagi Bendahara Pen erimaan, Bendahara Penerimaan 
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, Benda hara Unit OBK se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan, sub 
kegiatan, tindakan, dan/ a tau aktivitas lainnya yang berkaitan 
langsung dengan pelaksanaan APBD. 
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Bngiun Kescpt1lt1h 
Tim Anggaran Pcmerintah Dacroh 

Pasal 30 

(1) Dalam proses penyusunan APBD, W a li Kota dibantu o lch 
TAPD yang dipimpin oleh Sekre taris Dacrah. 

(2) TAPD sebagaimana dimaksud p a da ayat (1) terdiri atas 
Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3 ) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m empunyai 
tugas: 
a. membahas k ebijakan Pengelolaan Keuangan D aerah; 
b . menyusun dan membahas rancangan KUA dan 

rancangan perubahan KUA; 
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan 

rancangan perubahan PPAS; 
d . melakukan verifikasi RKA SKPD dan RKA PPKD; 
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 
f. membahas hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD , 
dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD, DPA 
PPKD serta rancangan perubahan DPA SKPD dan DPA 
PPKD; 

h. menyiapkan Surat Edaran Wali Kota tentang pedoman 
penyusunan RKA; dan 

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan k e tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai 
dengan kebutuhan. 

(5) Selain melibatkan instansi sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (4) TAPD dapat dibantu oleh Sekretariat TAPD dan 
Tim Pelaksana Teknis Kegiatan. 

(6) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim 
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota. 
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IJ/\li Jll 

/\NCH ~/\1</\N l'l•,N I >/\1'/\' I /\N I >/\N Hl•,L/\N.IA IJAJ•,RAH 

liHKlflll Kr 1:ll1J 

A t,:18 Um11rr1 

APBD rncn.1pokan dw-mr l'c11gf•lolwu1 Kc u:1ngun 
dalam ma~.a (sutu) t,d1u11 ungwJ.run scsuw 
ketentuan pcraturun p<'rundong- undangan . 

IJU( 1 :.1h 

dcngan 

Saluan hitung dalom APBD oduluh mata uang rupiah . 

Pasal 33 

( 1) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

(2) APBD disusun sesuai dengan 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
menjadi kewenangan Daerah dan 
Pendapatan Daerah. 

kebutuhan 
Daerah yang 

kemampuan 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada 
RKPD. 

(4) APBD1 Perubahan APBD1 dan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD setiap tahun d itet apkan d enga n Pe rda 
sesuai dengan ketentuan p er a turan perundang­
undangan. 

Pasal 34 

( 1) Semua Penerimaan Daerah dalam bentuk uang 
dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. pendapatan daerah; dan 
b. penerimaan pembiayaan d aerah. 
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( .. i) 1•,·11,, 11111H111 1,,11, r al, vr1111 : 11111,,..,~~•" 1 , .,, d til '"' "'''", 
••• 1,11gf 11111 1111 r 1 d111111h 11d p 11d r, 1, yn t l' 'I ,,., "'1'11 1<1111 1111, lui1, 

f'nw1H1111r111 lhu 11tl1 y1 1111~ l 111 rl1111 1 1111 11 111 111111.i y111 1H 

dup111 d11 1p111 111i11d< • l111p N1111dH, I', 11 r 11t111, 1111 l> tu • Lili 

d ; 111 l,e 1clc1·111al .. ,11 ,,,,d,, lc,· t, 11111 , 111 I'' 11,1u11 u1 p•, 11,111 1111 v., 
u 11C In 11 gm, . 

,.,, Id , I ' ' 

(I) S<-:rnuu P<· 11~~c·l11r11 •111 l>1w111l1 d td1,111 111111 f-'. 
d1ungg11rk.iu l<'<'t u 11 l,1, do cl11l11111 Al'! II> 

(2) Pcngeh.wrrn1 l)t1t·1ul1 H·l>1•~~111111111111 1l1n11il< 111d 1•L11l t , 11y111 (I) 

t erdiri atu <J 

a . bclanjEt <lflc1 uli ; clwi 
b . pcngeluarui I P<·m tm , y111t11 I >1u-11al 1. 

(3) Pengeluaran JJucrnh y,111~~ d11 ,11i~~~lll 1<1111 d11ll11n API H) 
sebagaimana dimuk~ud pwl 11 r1y11 I ('.l) ,,wr, quil<1 11, , < 11(':1111, 

Pengeluaran 1Jucn1h u<;H1-a,1 ck11g1111 kc·p11ul i1,11 l<· 1·~1e cli1111y11 

dana atas Pcncnmatin JJrn•n1'1 dflh1111 ju111lnh y11111~ < ukup. 

(4) Setiap Pengcluaran D~erah <; lwguinwnu climnknucl pocla 
ayat (2) harus mcmiliki ch.1!-mr huk11m y11t1~ rn · l11nclm111\yn. 

Bagian Kc:cluu 
Struktur Anggaran Pcndoputr,n clan Bdnnjn Dt1<:ruh 

Pa~wl 36 

( 1) APBD merupakan satu kcsat.uon y ung tcrcli1 i at as: 
a. pendapatan dacrah; 
b. belanja daerah; dan 
c. pembiayaan dacrah. 

(2) APBD sebagaimana d imak~ud pada ayat ( 1) 
diklasifikasikan menu.rut urusnn Pemerintahan Dacrah 
dan organisasi yang d itct apkan scsuai dengan ket ntuan 
peraturan pcrundang undangon . 

(3) Klasifikasi APBD mcnurut uruHan P m rintahun Duerah 
dan organisasi seb agaimana dimaksud puda uyat (2 ) 
disesuaikan dcngan kc·but uhan daera h b rdasurkan 
ketentuan perat uran pc runclung-undangan. 
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PasaJ 37 

( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana d imaksud dulom Posol 
36 ayat (1) h u ruf a meliputi scmua pcncrimn~n uung 
melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kcmbuli olch 
Daerah dan p en erimaan lainnya yang sesuai ckngan 
keten tuan p er a turan p erun d ang-u ndangan diakui sebagoi 
penambah ekuitas yang m erupakan hak daerah dal am I 

(satu) tahun anggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d alarn Pasal 36 
ayat (1) huruf b m eliputi semua p en geluaran d ari RKUD 
yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan 
p engeluaran lainnya yang sesuai de n gan k etentuan 
peraturan perundang-undangan dia.kui sebagai 
p engurang ekuitas y ang merupa.kan k ewajiban Daerah 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam P asal 
3 6 ayat (1) huruf c meliputi semua p en erimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang a.kan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran b erke n aan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Ketiga 
Pendapatan Daerah 

Pasal 38 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
a yat (1) huruf a, dirinci menurut urusan Pe m erintahan 
Daerah, organisasi, Jen1s, obyek, dan rincian ob yek 
Pendapatan Daerah. 

Pasal 39 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a . pendapatan asli daerah; 

b . pendapatan transfer; dan 

c . lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 0 

( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf a meliputi: 
a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah· 
' 

c. hasil pengelolaan kek ayaan daerah yang dipisahkan; 
dan 

d . lain-lain pendapatan a sli daerah yang sah. 
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{ ') I' rt-l .. 1~ 1t ,n ~ 1 ,c 
-. b g um 111 dint 1k,ud ~d 
melipuu p ud p t n , -.ua.t c 
P< 1 und 1ug un i.1n.,.an , .._u 
d tc~r ,h d u1 t"t·tnbu,1 d .. ·rnh 

Pl 11 1stl p ngel l l u1 acrnh , 

Sl'b.1g.uu1 1n., dun \. 
Pen(;·rn 1 1.u1 Da('r th utu:- h sil per.yen: ar.. m al ..1cruh 

(4) L .. un 1 .. ,in pe.nd,1.p HUI\ ~sli dae.rcUl ~illlg sat:-.. ,e •tr;>r. • 

dimdksud p.1d .. 1 1y.n ( 1) huruf d terdir .1· ..is 
.. 1. has1l penju .. tl,u1 B MD yun tid .. lk di~t: ~ -.J ar ... 
b. hustl pemunfa .. u lil B M D yung adw ,:Lp_:sah -u:n. 

c h .. ,sil kerja ·,una daerah: 
d. J..l.Su giro. 
e. h asil pengelolaan dana b~rgulir: 
f. pendapatan bunga: 
g. penenm aan atas runtutan ganti kerugian ~euangar. 

Daerah: 
h . pen erimaan k orrus 1. potongan. acau be~ccl- l.ar: 

sebagai akibat penJualan. ru.kar-menul,ar. h.1"'bcl-. 
asuransL dan atau pengadaan barang c.aL""'.. _as.a. 
termasuk penerima an atau penerirnaan lair.. seb.a.,;.a... 
akibat penyimpanan uang pada bank. pen.cr...r::::1aar;. 
dari hasil pemanfaatan barang d a erah atau c.ar1 
kegiatan lainnya merupakan Pendapa tar.. Daerah: 

i. penerimaan keuntungan dan selis.ih nilai tukar ru9iah 
terhadap mata uang asing: 

j . pendapatan denda atas keterlambatan pelaksa'1.aa..'"1 
pekerjaan; 

k. pendapatan denda p ajak daerah: 
l. pendapatan denda retribusi daerah: 
m. pendapatan hasil eksekusi atas j aminan; 
n . pendapatan dari pengembalian: 
o. pendapatan dari BLUD; dan 
p . pendapatan lainnya sesuai dengan -etenn1an 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

Pemerintah Kota dilarang: 

a. melakukan pungutan atau d en gan sebutan lain yang 
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur 
dalam undang-undang; dan 

b. melakukan pungutan yang men yebabkan ekonomi bia, a 
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lint~s 
barang dan J asa an tar d a erah, dan kegiatan 
ekspor/impor yang merupakan program strategi 
nasional. 

n ipindai :-:leno~n camsc.annAr 



I '11 , I '1 , 

( J ) /\ J, rd, 1 l r, 'Hu J, J',, lfi 'II, 11 f~ , 11 , I h l 1 ,I, '1 , , I , 1 , 

,J, ng ir, ,,·l,11thn lr1l11 ,, f,r,~ ,If ~ 1 1 
41 }11u1, I , , , ,JJI,, ,,,,1,r,,, ,tl1111,ilnltrdll 

ii 111 

I' I ii 
I It 1 , ~• 

tl,l. .. ytu v.i,,, lir,k }, ,k I•, t,t,fll'J•ll tl '/ 1 11,,,v., (11 •l II ,J 11 ,,,, 
k1•trrilt1r11, ,,, rr,1111 r.11 r,•, 111tlt1/IV, 11ri1 lhtlj/J111 ~I,,,,, ,. (' ,, 1111) 

l,11Jn11 

,~, llt1 .,, JilH1V,lJU111 :,t.Ji11 ,,,., w, 11 ., I, H Ill '"'" 'fhllV, {l)f, Jfl~!''' ,,Ir h 
1N:.i11 K1,1:, d, ltJ,11 '/ ,nv. d11tlur t11dt,11, 1 11,11 "'V. 111111 •riv. 
•,1 IJ:1~~1w11J11 i:1 ,J,,,.,,J, ,1J1l 1, ,,J , ,, 1,tl {JI 11rsj1l, 11 ,, 11,rlH,,1 

.~ Jiu u}11,yn J.:,· Y.J1, I J ,, 11,h 

ni Ar,:itJJJ:J w:11j K,,1:, y,,,,v. 111,-1,i1-111,,u, 1,,,,,v."''"' 
drnv,:111 ., IJ1Jltin l:,11, .,·IJ:,i~,,,11,t,1111 di 

4 I hu, uf I>, divr11:,k t>1, lf>IIY ;J I I 

ki;f,eTJlw,r, ,,,. n,turtu, P' 11J1Jd1,11~~ 1u,d1,11~~' '" 

( J) l'e nd:Jrwt:,n tr:,n<Jft: r ,, l,:,~~:,1111:,11:1 d,rn:,k n,1d 1hds1m J•r, .ril 

39 huruf b rut liput1: 
:). I r:,nt,fr;r l 1r;rr11;11nl tih f>u .,it , dtJTJ 

b . tnirrnfer :Jnl:H d :,1:n,h . 

(2) 1 nJnHfor f'<:merint~h Pu•,:)I 1clJ:,i~:,irrwri:1 d1m;.d~ .ud phd(I 

&f&I (I/ huruf;J l<;rdiri :Jl:Jt,: 

a dfJnb p,;runbi,ni~:Jri ; 
b . ,h,n& m•,cnllf d:Jt:r:,h, d:,r, 

(.. ,fan::, dr;~w . 

n11 nmHfor ;:Jnt;Jr d&cn.ah U(;b:JwJirmHW dirn:1k ilJC.l r}:,dri Oyf1l 

(J) h uruf b t ud,n &t :,:i: 

f.:l puHfap::,t:,n bc.tgi h:Jttil ; cfon 

b b:.rntuGtn keu:.rng:Jn. 

(4) Pcnd:JpGtt<Jn bH~i hmiil seb:1g:.im:mc.J dim.:1k ud padE.1 ayat 

(1) h uruf :J m<;rup:Jk~n d:1nG1 y;1n~ be( urn h er d11ri 
Provin•;i Sumutcr:J 8clutun ytm~ d1n!,,k:mikun kepuda Kot.a 
bcrd~s:.1rk:.1n :,ngka p<;rsentak<:: Lcrtentu seauaJ dengan 
ketcntuG1n pcn-Jtur<1n perundang-undangan; dan 

(5) Bantu:-.Jn keu;:Jn~~n sehag:.aim:Jnn ,JimfJkllud pada ayat (3) 

huruf b mcrup:-:ik:Jn rfanH y;JnK diterima dari Daerah 
lainny;:, b,.:1ik d;:,J:,m r~ngk:J kerja sama ducrah, 
pemf'!rata;,,n penmgkat an kemampuan kcuangan, 
dan/HtfJu tujuan tcrtcntu IHinnya ynng terdiri ataa: 
a b:1ntu:-jn keuang:.m dad l'rovinsi Sumatera Relatan 

dan/atau pr<Jvinsi lainnya; dan 
b. bantuHn keuang:1n dari kabupaten lainnya ---------------~ 

OiplndO:i d«lga.., Q>mSCon~r 



P 1 4 

I l fl, r"I , I r-nmb n an ebagruman d ak d 

4 J .l\ l (-) hun.1f terd1n Ota 

., D ,n 1'rttnsff"r Umum. dan 
h I tn~ rran~fer Khusus. 

<~l D m, Trnn:;fer L mum sebagrumana duna.K.S d , c.....c 
t I) h uruf a t erd1n atas: 

DBH; dan 

b DAU. 

t3) Danu Tran$fer Khusus sebagaimana d.ima~c p:;;.~ -=.-~ 
( 1) h uruf b t erdiri atas: 

OAK Fisik; dan 
b . DAk Non Fisik. 

Pasal 45 

( l) DBH sebagaimana dimaksud dalam i?asa! ~-4 .:!>i -cl. , 

huruf a bersumber dari: 
a. pajak: dan 
b sumber daya alam. 

(2) DBH yang bersumber dari paJak sebag~fu"1a rum_;;,=;, _,:. 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. pajak bumi dan bangunan sektor ;>er~eb n.a,~ 

pertambangan, dan perhutanan: 
b. pajak penghasilan Pasal 26 dan Pasa: 30 1.'~tb P;;_ ~ 

Orang Pribadi Dal.am :i egeri dan Pa~ak Pen.gn.c:E ~~ 
Pasal 22; dan 

c. cukai hasil tembakau; 
sesuru dengan 
undangan. 

ketentuan peraturan pen ........ "l.d.a:Pg-

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bu.nu b herd.Sal 
dari: 
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari uran ~ 

usaha pemanfaatan hutan, pro\isi sumber da_ a 
hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari 
wilayah Daerah yang bersangkutan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara _ ang 
berasa1 dari penerimaan 1uran tetap dan penenm:aan 
iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan 
dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

c. penerimaan negara dari sumber daya aJam 
pertambangan minyak bumi yang diha.silk.an dari 
wilayah Daerah yang bersangkutan; 
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cl. pen crimaan negara dari sumber daya ala.rn 
p vrtumbangnn gus bu m i yang dihasilkan dari wilayah 
Out·rnh yang bersangkutan; 

c. p e n c n maan dari panas bum i yang berasal dari 
penenmaan setoran b agian Pemerintah Pusat, iuran 
tt>tup, dan iuran prod u ks i yang dihasilkan dari wilayah 
Dnerah yang bersangkutan; dan 

f. p en erimaan penkanan yang berasal dari pungutan 
pengusaha perikanan dan pungutan b asil perikanan 
yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 
bersangkutan. 

Pa sal 4 6 

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ay a t (2) huruf b 
bersum ber dari p endapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemarnpuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47 

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan 
kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu 
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas 
perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. 

Pasal 48 

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 
44 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan 
pada Kota untuk mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 49 

Pengalokasian transfer Pem erin t ah Pus at sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 50 

(1) Lain-lain Pendapatan D aerah y ang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 huruf c m eliputi: 

a. hibah; 

n ipindai :-:leno~n camsc.annAr 



h d.m 1 <lnrur I, d m/ot \l 

l.1in l,1111 p,·ndnp.11.111 se:-.u I d<"ng n etenruan 
per 01 ur.u1 pc•rundong t 1nrlnng n. 

(2) I lih.1h scb.1g.tinu1n.1 dimnksuct p. d. . , . t (l) huruf . 
merup,tk.tn h,tntunn bc.•rup,t u. nr b:i:;-ang, d n . t u J ~ 

ynng b,·rasnl d,tri Pc.•ff1t•rintnh Pus.11, Penwrint. h ~ma 
luin, rnasyarnkat . d.u1 bndan us.1.11.1 dalani negen atau 
luar rwgeri ~ ang t idak mt·ngikat untuk menunJs.ng 
pcningkntan penyclcnggaraan Urusan Pemer:ntahan yang 

mcnjadi ke~enangan hota sesuai dcnga.~ ketenrus.n 
pcraturan perundang-undangan. 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hur..1f 
b , merupakan dana yang berasal dari APBN yang 
diberikan kepada Kota pada tahap pasca be.ncana untu · 
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh 
bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Oaerah 
dengan menggunakan sumber APBD sesuai denga., 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal 51 

(I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas~ 36 
ayat (1) huruf b untuk mendanru pelaksanaan Crusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas r..1san 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sesua.1 dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang 
terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib 
yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan 
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dala:m 
rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 
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(6) Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk pendanaon Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
terkaH dcn gan Pelayanan Dasur dialokasikan sesuai 
dengan kebutuhan daerah. 

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 
dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi 
yang dimihki Dacrah. 

Pasal 52 

(1) Kota wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai 
Urusan Pemerintahan Kota yang besarannya telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2} Dalam hal Kota tidak memenuhi alokasi belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang 
m enyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan 
penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi 
dengan Menteri dan menteri teknis terkait. 

Pasal 53 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 1 
ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar 
harga satuan Daerah, analisis standar belanja, dan/ atau 
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2} Standar harga satuan Daerah seb agaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berpedoman pad a standar h arga satuan 
regional. 

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan 
Peraturan W ali Kota. 

(4) Analisis standar belanja, standar harga satuan daerah, 

dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan 

anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang 
APBD. 
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dalam Pasal 52 uynt (5) dis<'surnkm1 ckngun susunan 
organisasi yang ditctupkan bcrdusarknn kdcntLHlll pc1 aturnn 

perundang-undangan . 

Pusnl 56 

( 1) Belanja Daerah mcnurut Program dun Kcg1atan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) 
disesuaikan dcngan Urusan Pcmcrintahan Kota 
berdasarkan ketentuan pcraturon perundo.ng undangan. 

(2) Program dan Kcgiatan sebagaimana dima ksud pada ayat 
(1) rinciannya paling sediki t mcncakup : 
a. target dan Sasaran; 
b . indikator capaian Keluaran; d a n 
c. indikator capaian Hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta 
indikator capaian basil dan indikator capaian Keluaran 
yang didasarkan pad a prioritas nasional, provinsi dan 
Kota, disusun berdasarkan nomenklatur Program dan 
pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator 
Keluaran sesu ai d engan k e tentuan peraturan perundang 
undangan. 

Dl::inclai dengen CaTIScan1er 



Pasal 57 

( J) Klusifiki1 s 1 BelanJa Daerah terd1n atas: 
u . bclanJct op,: ras1 ; 
b . bclanJa modal; 
c. bclanja tidak terduga; dan 
cl. bclanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada a yat ( l ) 
huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk 
Kegiatan sehari-hari Pemerintah Kot.a yang memberi 
manfaat jangka pendek. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 1 (satu) p eriode aku.ntans1. 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Be ban 
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d merupakan p engeluaran uang dari Pemenntah 
Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya. 

Pasal 58 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: 
a. belanja pegawai; 

b . belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d . belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (1) huruf b dirinci a tas jenis belanja modal. 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat ( 1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak 
terduga. 

(4) Belanja transfer sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 57 
ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: 
a. belanja bagi hasil; dan 
b . belanja bantuan keuangan. 
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Pasal 59 

( 1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan 
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada W ali Kota/ W akil W ali Kota, 
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
pernndang-undangan. 

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. 

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimak:sud pada ayat 
(1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, 
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 
prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. 

(4) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal belum adanya ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pemberian tarnbahan p e nghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat memberikan 

tarnbahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah 
mendapat persetujuan Menteri. 

(6) Dalarn hal Wali Kota menetapkan pemberian tambahan 

penghasilan bagi ASN tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Pusol 63 

( 1) Belanja subsidi scbagajmana dirnt.tk~ud dulurn P:i:-wl f>H 
ayat (1) huru.f d digun a k ~n agar hnrga juul produkHi atnu 
jasa yang dihasilkan olch BUMN , f3UMD dun/atau ba<h1n 
usaha milik swasla, sesuai d cn gun k<.:lcntuun p<.:roturon 

perundang-undangan schingga dapat tcrjan gk ou olch 
masyarakat. 

(2) BUMN, BUMD dan/atau bada n usaha milik swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan badan 
yang menghasilkan produk alau jasa Pclayanan Dasar 
masyarakat. 

(3) BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau 
badan hukum lain sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) 
yang akan diberikan subsidi t.erlebih dahulu dilakukan 
audit keuangan oleh kantor akuntan publik scsu ai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil audit 
merupakan 
subsidi. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bahan pertimbangan untuk m emberikan 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana an APBO, 
penerima subsidi sebagaimana dimaks ud p ad a ayat ( 1) 
wajib menyampaikan la poran pertanggungjawaban 
penggunaan dana sub sidi kepad a Wali Kota . 
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(6) Ketentuan kbih lunjut mengenai tata cara pemberian dan 
pertanggunroawaban subs1d1 diatur dalam Pcraturan Wali 
Kotn. 

Pasal 64 

( l) Belanja hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
aya.t (1) huruf e ctiberikan kepada Pemcrintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 
BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesifik tclah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengika t , serta tidak secara terus 
m en erus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program 
dan kegiatan Pemerintah Kota sesuai kepentingan Kota 
dalam mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p e m berian dan 

pertanggungjawaban hibah d iatur dalam Peraturan Wali 
Kota. 

Pasal 6 5 

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (1) huruf f digunakan untuk 
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 
dan/ atau barang kepad a individu, keluarga, kelompok 
dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 
dari kemungkinan terjadin ya resiko sosial, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 
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(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayaL ( 1) diartikan bahwa bantuan sosial 
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 
bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dianggarkan d alam APBD sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah setelah m emprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pem erintahan Wajib dan Urusan 
Pem erintahan Pilihan, kecuali diten tuk an lain sesuai 
den gan ketentuan p eraturan p erundang- undangan. 

(4) Ke tentuan lebih lanjut mengenai tata cara p emberian dan 
p ertanggungjawaban bantuan sos ial diatur d alam 
Per a turan Wali Kota. 

Pasal 66 
( 1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pas al 58 

ayat (2 ) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap d an 
aset lainnya. 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1) memenuhi kriteria: 
a . mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
c. batas minimal kapitalisasi aset. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimal 
kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada a y at (2) 

huruf c diatur dalam Peraturan W ali Kota. 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam belanj a modal sebesar harga bell atau 

bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/p embangunan aset sampai aset siap 

digunakan. 

P a sal 67 

Belanja modal sebagaim ana dimaksud d alam Pasal 58 ayat 

(2) meliputi: 

a . belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pem e rintah Kota dan dalam k o ndisi 

siap dipakai; 
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b . bdanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 
mengnnggarkan peralatan dan mes1n mencakup mesin 
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan 
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, cligunakan untuk 
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai dalain kegiatan operasional 
Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup 
jalan, 1ngasi, dan jaringan yang dibangun oleh 
Pemerintah Kota serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh 
Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk 
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi 
siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan 
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operasional Pemerintah Kota, tidak memenuhi definisi 
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya. 

Pasal 68 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 69 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 58 ayat (4) huruf b diberikan k epada D aerah lain 

dalam rangka kerja sama d aerah, pemer a taan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan 

terten tu lainnya. 

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dima.ksud pada 

ayat (1) dapat dianggarkan sesuai k e mampuan Keuangan 

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja y ang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan, k ecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan per a turan perundang 
undangan. 
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(3) Bantuan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibenkan kepada : 
a. Kabupoten lainnya; 
b. Provmsi Sumatera Selatan dan/atau Provinsi Lainnya. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bersifat umum atau khusus. 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang 
b ersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diserahkan kepada penerima bantuan. 

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
W ali Kota dan pengelolaannya diserahkan kepada 
penerima bantuan yang digunakan untuk membantu 
capaian kinerja program prioritas penerirna bantuan 
keuangan. 

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan 
dana pendamping dalam APBD penerima bantuan. 

Pasal 70 

( 1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas 
Behan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak serta pengembalian kelebihan pembayaran 
atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak rnencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadwalan u lang capaian Program 

dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan kas yang ter sedia. 

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan 
dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA 
sebagaimana 
diformulasikan 
SKPD. 

Pa sal 7 1 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
ayat ( 1) meliputi: 
a. bencana alarn, ben cana non-alam, bencana social 

dan/ atau kejadian luar biasa; 
b . pelaksanaan oper asi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
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c . kerus akan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pt::layanan publik. 

(2 ) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 0 ayat (l) m eliputi: 
a . kebutuh an daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c . Pen geluaran Daerah yang berada di luar kendali 
Pem erintah Kota dan t idak d apat diprediksikan 
sebelumnya, serta arnanat peraturan perundang­
undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbu.lkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Kota dan/ atau masyarakat. 

(3 ) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan. 

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang 
belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 
dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untu.k kebutuhan 
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau 
kejadian luar biasa. 

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, 
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang 
belum tersedia anggarannya dan / a tau tidak cukup 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu 

dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan 

pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur dalam 

Peraturan Wali Kota. 

Bagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 72 

( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan; dan 
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(.\) l'c- 1w1111 1111 111 1•c•1111>1uv11,111 I h11•1 u lt :·wli.i~.i111tr111,1 dintrtksud 

p,11111 11\ ,II (I) 11111111 ll 1><• 1 ~1111tl1cr drn i: 
.t S il ,1'/\ , 

I, P <" II< .1111111 J )111111 l'11d n n w1tt; 

li., ~11 1 I wnju.il1111 k el.. 1y.11111 cl :1r1 ilh _yang dipisahkan; 
d l><'ll(' I i111:u111 PillJlltll , 111 I )lll' I 11h, 
<. p<· tH·r i 1111i:111 1,c-mh.ll i Pe mbt 11.ttt Pinjnnuu1 Dnc .. • 1 ah; 

d1111 /n tm1 

r. pc·1H·11111111111 Pc·ml>111yann lainnyn sesuai dengan 
l,c•tc·111 u :111 1><·rnt u1.111 pt r unclnng und,tngan. 

("l) Pc·11,:wlu1111111 Pc·111 b1nyrnm sebagaimana dimaksud pada 

ay.tt ( 1) ln11111 I> cl.ipul d1gunnknn untuk Pembiayaan: 

n . 1wmhny n1 :m c-1cilnn pokok utang yan g jatuh tempo; 
h £)(.'l'lY(.' t tunn modal ducrah; 
e fWlllbt'n tuknn Duna Cadangan; 
d . pembcrinn Pinjnman Oaerah; dan/ atau 
(.'. pcngeluuran Pcmbiayuan lu.innya sesuai dengan 

kC'tcntuan pcraturnn pcrundang-undangan. 

Pasal 73 

(I) Pcmb1ayaan ncto merupakan selisih penerimaan 
Pcmbiayuan terhadap pengcluaran Pcmbiayaan. 

(2) Pcmbiayaan ncto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk mcnutup dcfisit anggaran . 

Paragraf 2 
Pcnerimaan Pembiayaan 

Pasal 74 

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf 
a bersumber dari: 
a. pelampauan pcnerimaan PAD; 
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 
c . pclampauan penenmaan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah; 
d . pelampauan penerimaan Pembiayaan; 
e. penghematan belanja; 
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir 

tahun belum terselesaikan; dan/ atau 
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerj 

dan s1sa dana pengeluaran Pembiayaan. 
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P.1:ml 7 .. ? .1ynl (. \) l11111tl l, d1~1111.1ku11 untuk 
11,c· 11p..111gw11 l,.111 P< 11c .1111111 I >,11t.1 < ·.,dnnl{.in <.1111 i , rken,ng 

I >n11n ( '.1cl,111w111 l<c• l~d,<•fl11lK h11:-. Un1t11n L>nc•r nh dalnnl 
t.1h, 1n ,lllHK-11', 111 hcrl,c•na,lll . 

('.2) ,Jumlnh Pt•nc nirnn l).11w C.1dn11gnn ~wbaguimnna 
dinwksud pnd.1 nynt (I) :s<' SIIIH dt•np,.m jumlnh y ang ll"lah 

d1tct11pknn <kngnn Pe1 dn l<.•ntl\llR pl•tnbl•ntuknn DluH, 
Cndung.u1 bt.•1snngkutnn . 

(3) Pencairan Dnnu Cuch.lnRun dnlum 1 (so.tu) tahun anggo.ran 
mcnjadi pcncrimnun Pcmbioyuan APBD dulam tahun 
anggo.run berkcnnun. 

(4) Dalarn hal Pcncairan Dana Cadangan sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1) belum digunakan sesuai dengan 
peruntukannya, dana tersebut dapat diternpatkan dalam 
portofolio yang mernberikan hasil tetap dengan ris1ko 
rendah. 

(5) Posisi Pencairan Dana Cadangan dilaporkan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
pertanggungjawaban APBD. 

sebagai 
laporan 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagrumana 
dimaksud pad a ayat ( 1} dianggarkan dalam SKPD 
pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 76 

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penerimaan atas basil penjualan kekayaan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat berdasarkan 
bukti penerimaan yang sah. 

Dipindai dengan Cam Scanner 
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Pasal 77 

( 1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah 
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran 
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
perjanjian pinjaman bersangkutan. 

(2 ) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (I) dapat bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 
e. masyara.kat. 

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana climak.sud 
pada ayat (I) dilak.sanak.an sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(4) Usulan pinjaman daerah harus mendapatkan 
persetujuan DPRD dan/ atau persyaratan yang 
ditentukan pemberi pinjaman. 

Pasal 78 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e 
digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali 
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 79 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan p erundang- undangan. 

Paragraf 3 
Pengeluaran Pero biayaan 

Pasal 80 

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a digunakan untuk 
menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan 

pada jumlah yang h arus dibayarkan sesuai dengan 
perjanjian p1nJaman dan pelaksanaannya merupakan 

prioritas utama dari s eluruh kewajiban Pemerintah Kota 

yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan 
berdasarkan perjanjian pinjaman. 

Dipindai dengall CamScanner 



Pnsnl81 

( 1) Daera.h dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b pada BUMD 
dan/ atau BUMN. 

(2) Penyertaan modal Pem erintah Kota sebagaimana 
d imaksu d pad a ayat ( 1) dapat d ilaksanakan apabila 
j u mlah yang akan disertakan <la.lam tahun anggaran 
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
men genai pen yertaan modal daerah. 

(3) Peraturan Daerah seb agaimana d imaksud pa d a ayat (2) 
ditet apkan sebelum persetujuan b ersama antara W ali 
Kota dan DPRD a ta s rancangan Perda ten tang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang- undangan. 

Pasal 82 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumny a 
tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah 
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi 
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan 
Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal 
yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai peny ertaan 
modal, dilakukan perubahan Perda mengenai penyertaan 
modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 83 

(1) Pembentukan Dana C a dangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c, penggunaannya 

diprioritaskan untuk m e ndanai kebutuhan pembangunan 

prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat 

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dap a t d igunakan untuk mendanai 

kebutuhan lainnya s e s u ai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



(3) Pcmbentukan Dana Cadangan sebagaimana dimnksud 
pndu ctyat (1) bcrsumber dari peny1sihan atas Pcnerimaan 
Dnerah kecuali dari: 
a. DAK; 
b. Pinjaman Daerah; dan 
c. pcnerimaan lain yang penggunaannya d1batasi untuk 

pcn geluaran tertentu berdasarkan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening terscndin 
dalam RKUD. 

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimak.sud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam Perd a tentang 
pembentukan Dana Cadangan. 

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) ditetapkan 
sebelum persetujuan bersarna antara W ali Kota dan 
DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

Pasal 84 

(1) Pemberian Pinjarnan Daerah sebagaimana dima.ksud 
dalarn Pasal 72 ayat (4) huruf d digunakan untuk 
menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang 
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota lainnya, BUMD, 
badan usaha milik negara, koperasi, dan/ atau 
masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian 

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali 
Kota. 

Pasal 85 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (4) huruf e digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuru 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keenam 
Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 86 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan 
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 
surplus atau defisit APBD . 

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat 
digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang 
ditetapkan dalam Perda ten tang APBD yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal AP BD diperkirakan defisit, APBD dapat 
didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang 
ditetapkan dalam Perda ten tang APBD yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Surplus 

Pasal 87 

( 1) Penggunaan surplus APBD diutam.akan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yangjatuh tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d . Pemberian Pinjaman Dacrah; dan / at au 
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wali Kota wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada 
Menteri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

(3) Pelanggaran terhadap k ewajiban sebagaimana diakud 
pada ayat (2) dapat dikenai sanksi penundaan 
penyaluran Dana Transfer Umum. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 
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(, I) l'cl,1111sw111111 It , J11u l11p lct•w1qih1111 ~,•lwguirnunu dinwksud 
prnl11 11y 111 {'~) d11p11l dilccnai :-JHnksi pcnundwrn 
pt · 11y1d111 1111 1)111111 '1'11 ,1rnl1•1· U1111J1r1 . 

{I) Ddlsil APIJD Ju 11 Wi clupnt ditutup duri Pcmbiayaan neto. 

(2 ) Pcmbiuyaun ndo :-iC"buguimuno dimuksud pada ayat (1) 
nwrupuknn sclisih antara pcncrimaan Pcmbiayaan 
dcn~un pcngcJuurun Pcmbiayaan 

Pasal90 

(I) Gubernur sclaku wakil Pemerintah Pusat melakukan 
pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal 
jumlah kumu1atif defisil APBD dan batas maksimal 
defisit APBD yang dibiayai Pinjaman Daerah sesuai 
ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pem erintahan di bidang 
keuangan. 

(2) Pengendalian terh a da p b atas maksimal jumlah kumulatif 
defisit APBD dan batas m aksimal defisit APBD yang 
dibiayai Pinj aman Daerah s ebagaim ana dimaksud pada 
ayat (1) d ilakukan p ad a saat evaluasi terhadap 
rancangan Peratu ran Daerah ten t ang APBD. 

BAB IV 
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Penyusunan Rancangan APBD 

Pasal 9 1 
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(3) ~KPD sc.:bugaimuna climaksud pada ayal (2) 
m cnJadt pcdoman Wuli Kot a dalam m( nyu8un 
PPAS. 

d,•ngnn 

Da<!I ah 

huruf c, 
KUA dan 

(4) RKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) d1tetapkan 
dengan Peraturan Wall Kota. 

Bagian Kedua 
KebiJakan Umum APBD dan PPAS 

PasaJ 92 

( 1) Wah Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan 
PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 ayat ( 1) dengan mengacu pad a pedoman 
penyusunan APBD untuk setiap tahuan anggaran yang 
ditetapkan oleh Men teri. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 
a. kondisi ekonomi makro daerah; 
b . asumsi penyusunan APBD; 
c . kebijakan Pendapatan Daerah; 
d. kebijakan Belanja Daerah; 
e . kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 
f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud p a da aya t (1) 
disusun dengan tahapan: 
a. menentukan skala prioritas p embangunan daerah; 
b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub 

kegiatan untuk m asing-masing urusan yang 
disinkronk an dengan prioritas dan program nasional 
yang tercantum dalam r encana kerja pemerintah 
pusat dan prioritas serta program provinsi yang 
tercantum dalam ren c ana k e rja pemerintah provinsi 
setiap tahun; dan 

c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon 
anggaran sementara untuk masing-masing program, 
kegiatan dan sub kegiatan. 
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t;;ihun anggaran . 

(3 ) Pengan ggaran Kegiatan Tahun ,Jamak sebagaimana 
dimak!-lud pada ayat (2) berdasarkan atas pers etujuan 
bcrsama antara WaJi KoU::t dan DPRD. 

(4) Pcrsetujuan bersama s ebagaimana dimaksud pada ayat 
(3 ) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan 
KUA dan PPAS . 

(5 ) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) paling sedikit memuat: 
a . nama Kegiatan; 
b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 
c. jumlah anggaran; dan 
d . alokasi anggaran per tahun 

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan 
Tahun Jamak sebagaimana d imaksud p a d a ayat (1) huruf 
b tidak melampaui akhir tahun masa ja batan Wall Kota 
berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud 
merupakan prioritas nasional dan/ atau kepentingan 
strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 9 4 

(1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) 
kepada DPRD palin g lamb a t minggu kedua bulan Juli 
untuk dibahas d an disepaka ti bersama antara Wali Kata 
dan DPRD. 
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0) OPRD dapat melaksana.kan pembahasan pendahuluan 
ale.ls rancangan KUA clan rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud p ad a ayat ( 1) bersama dengan Perangkat 

Oaf rah terkait. 

(1) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan 
PPAS sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD paling 
lambat mmggu k edua bulan Agustus. 

(4) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA 
SKPD. 

(5) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan 
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
di]akukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

Pasal 95 

(1) Wali Kota dapat mengajukan usu.Ian penambahan 
kegiatan/ sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan 
rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk 
djsepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan 
rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

(2) Penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria darurat 
atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 96 

( 1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau b erhalangan 
sementara, Wa.kil Wali Kota bertugas untuk: 
a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

kepada DPRD; dan 
b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota 

kesepakatan PPAS. 

(2) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota b erhalangan 
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 
penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Wali Kota 
bertugas untuk: 

a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 
k epada DPRD; dan 
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b. m enand a tangani nota kesepakatan KUA dan noto 

kesepakatan PPAS 

(3 ) Dalam h aJ seluruh pimpinan DPRD berhalangan let ap 
a tau sem entara dalam waktu yang bersamaan, p elaks an~, 
tu gas pimpinan DPRD b ertu gas unt uk menandatangani 

nota kes epaka tan KUA dan PPAS. 

Pasal 97 

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak m enyepakati b e r ~ama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dim aksu d 
dalam Pasal 92 ayat (1), paling lama 6 (enaro) m inggu sejak 
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan k ep ad a 
DPRD, Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tent ang 
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KU A , 
dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas 
dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesu ai 
d engan k etentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Pasal 98 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA 
dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3 ) 

dan ayat (4). 

(2) RKA SKPD sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan menggunakan pendekatan: 
a . kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 
b . penganggaran terpadu; dan 
c . penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada a y at (1) 
disampaikan kepada PPKD seb agai bahan penyusunan 

rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal d an 

tahapan yang diatur d alam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Kepala Unit OBK menyusun RKA-Unit OBK berdasarkan KUA 
dan PPAS sebagaimana d imaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan 
ayat (4). 

Pasal 99 

( 1) Pendekatan Kerangka Penge luaran J angka Menengah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 8 ayat (2) 
huruf a dilaksanakan d engan m enyusun prakiraan 
maju. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



( ' ) 1•, ,. J<1 i iu ,11 111r q11 1wl,, 1p,r111r1 r11 i:1 d 1111nk HHI p:idfJ ay:..tt (I) 
llC'r , :ii pc• 1k11 1111 11 1<1• 111 II I ll 11ir1 nrigv,: ,, iJ11 untuk Pr<,grarn 
ct, 11 1 h'.c'f'.'" '"" y11 11 v. du ,· ,11 1111 ll k r ,11 <l11l111t1 t11hun :.n1~0ran 
he 11 lc 11t11 yri d 1111 11d1111 1 1111 ,11J~1 11 .all y1u 1v, di , ,;n, .,n:11-::,n. 

( l) Pc·11ckku t 1111 p< • •~~111 •VJ ~u , H fl 1 < 1 p Hd u M!~mgaim;..inc:1 

d111111k :-111d d11lsu11 Pw·wl ' >8 u y:it (2 ) huru f lJ dilrcJkuk.;n 
d c 11gtt11 n1t·111rnl11ku1t ~dur uh pr<,<i<;~ p<;r cnr::unaun dan 
pcnw 111ggr11·n11 d1 lmgkunv,un S Kf'IJ u n t u k m enghasilkfln 

clokun1c 11 n :11 c m1u k<·r JU cl a n unggHr <1n . 

(4) Pc nclckutun p c ngangguran berd~sarkan KinerJa 
:w bngu1munu dima k sud daJam PasaJ 98 aya t (2 ) huruf c 

dilnkukan cJc ngan m c mpcrhatika n : 
a. k c tc rkaitan a nta ra pcndanaan d engan Keluaran yang 

diharapka n dari Kcgiatan; 
b . hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
c. cfis icnsi dalarn pcncapaian Hasil dan Keluaran. 

Pasal 100 

( 1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD 
berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98 ayat (2) dan terciptanya kesinambu.ngan RKA 
SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 
Program dan Kegiatan 2 (dua) tahu.n anggaran 
sebelumnya sampai dengan semester pertama tahu.n 

anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat 
dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumny a 
untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang 
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun 

yang direncanakan. 

(3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun 
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang 
ditetapkan, kebutuh an dananya harus dianggarkan pada 
tahun yang direncanakan. 

Pasal 10 1 

( 1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan 
pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 98 ayat (2) huruf c 
berpedoman pada: 
a. indikator Kinerja; 
b. tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis 

standar belanja; 

Dipindai dengan Cam Scanner 



c·. s tond,u h ,1rgn snt lHHl, 

d. n·11<·n1rn kdnll tt hun HMO; cliu1 
<'. S tondrn Pc l1tyu11,m M1111rnnl. 

('~) rndikalo1 K111erja ~cbaguimuna dimaksud pada ayat {l) 
hw u f u m e1 upakun ukuran kcberhasilan yang akan 

dicnpu1 cluri Progrum <lan K egiatan yang dircncanakan 
nwl1puti mosukan, Kcluaran, dan flasil. 

(3 ) Toluk ukur K1nc rja scbagaimana dimaksud pada ayat { l) 
huruf b m crupa ka n ukuro.n prestasi kerja yang ak.an 
dicapai duri kead a an semula dcngan m empertimbangkan 
faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efek tivitas 
pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. 

(4) Sasaran .Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu 
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu 
Kegia tan yang akan atau telah dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas 
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu Kegiatan. 

( 6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa 
yang ditetapkan dengan Keputusan W ali Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana d im aksud 
pad a ayat ( 1) huruf e m erupakan tolok ukur Kinerja 

dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan 
Dasar yang m erupakan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang berhak dip eroleh setiap masyarakat secara 
minimal. 

Pasal 102 

Dalam hal terdapat p enambahan kebutuhan pengeluaran 

akibat keadaan darur at termasuk belanja untuk keperluan 
mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar 

KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 
(3) dan ayat (4). 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



PasaJ 103 

(l) RK.A SKPD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 98 ayat 
(1) memuat rencana pendapalan, belanja, dan 

pembiayaan untuk tahun yang d irencanakan serta 
prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) Rencana pendapatan, b elanja, dan pembiayaan 
sebagaimana d imaksud p ada ayat ( 1) dirinci sampai 
dengan rincian obyek. 

(3) RKA SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan 
Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja 
yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan. 

Pasal 104 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimak.sud dalam 
Pasal 103 ayat (2) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek 
Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan 
fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 102 
ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja yang 
masing-masing diuraikan menu.rut jenis, obyek, dan 
rincian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 102 ayat (2) memuat kelompok: 
a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit APBD diuraikan menun.it jenis, 
obyek, dan rincian obyek Pembiayaan; 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
memanfaatkan surplus APBD diuraikan menurut 

jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 103 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan 

Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 

(3) memuat nama SKPD selaku PA. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



( /} K11u, Jt• yn11g hr11dnk d" npui scbagoimanu dirnnksud 
dulr11rt J•;ir.;11 I O'L ;,y:it n1 I 1•rdir1 d~.ffl indikator Kinerja, 
1,,l111< 111<1,r K11wr1t•, dun Saw,ran Kinerja. 

(KJ J•,u~r:irri t,, • lmP,:11mmw clirn:iksud clalam Pasal 102 uyat ('3) 
rr11 11111:11 rrnrrlfl f'rogram yung cJkan dilaksanakan SKPD 
d : ,l : ,rn l:ihun 1H1¥,~~1n~ri bcrkcna&n. 

('J) K<·Kt:ilun Hdwguimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) 
merr11Jal rwm;, Kcgfottan yang akan d1laksanakan SKPD 
dalurn t;ihun anggarun bcrkcnaan. 

PasaJ 105 

Kctcntuc.1n Jc-b1h hmut mengenai teknis penyusunan RKA­
SKPO dic:1tur dcngan Peraturan Wah Kota. 

Bagian Keempat 
Peny1apan Rancangan Perda Tentang APBD 

(1) RKA SKPD 

sebagaimana 
disampaikan 
di verifikas1. 

Pasal 106 

yang telah disusun oleh 
dimaksud dalam Pasal 
kepada TAPD melalui 

kepala SKPD 
98 ayat (1) 
P P KD untuk 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD 

dengan: 
a. KUA dan PPAS; 
b . prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d . capaian Kinerja; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g . standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
1. Standar Pelayanan Minimal; 
J. proyeksi perkiraan m aju untuk tahun anggaran 

berikutnya; dan 

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdapat ketidaksesuaian, kcpala SKPD 
melakukan penyempumaan. 

Dipindal dcngan CamSco11,u~r 



(4) Sd u iri clivcri f llrnEU 'I /\Pl> .~ t,tti~HJmurui dtrn J~ 

oyut (~l). f~K/\ S KI ' D piY,.i d1rr~ 111 ,,J , h /\J,rJJ nt 

lu tc rnHJ P,· rn1•r111111h f)u, u,h ' •JIH•I 
p<·ra tura11 p <·n, n d ; ,r1g 1111rla nv,:111 . 

( J) PPKD menyusun run c ongon Pcrd :1 t ,;nlln1Y, /' f•HJJ ,1 :Jn 

d okurnen pcn duk u n g bcrd ;:J B,irk,H1 !<KA ',VJ'IJ <J:.Jn JJV./\ 

PPKD yang tclah cl 1scmpurrn-.1kan olch k1;p:_..1l~ ~KPfJ 

(2 ) Rancangan Pe rcla tcnta n g APBD ~cb ~gairn,Jn~ d,m~k ud 
pada ayat ( 1) memua t la m pi ran pah n g ~cdikit t<;rdin .:st~ ,: 
a. ringk asan APBD yang diklosifikc:.ibi menurut Kr;J,,mp,..,k 

dan J enis Pendapatan, Belanja, dan P t;mb1c1yc,,c1n, 

b . ringkasan APBD m e nurut U rusan PcmenntcJh,jn 
Daerah dan Organisasi; 

c. rinc ian APBD m enurut Urusan Pem erintahan Daerah, 
Organis as i, Program, Kegia tan, Kelompok , Jen1s 
Pendapa tan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d . rekapitulas i belanja dan kesesuaian m enurut Uru$an 
Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan 
Kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselara san dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan d a erah. 

f . daftar jumlah pegawai per golongan dan per j abatan; 
g. daftar Piutang Daerah; 
h . daftar penyertaan modal daerah dan investasi daer ah 

lainnya; 
1. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 
J . daftar perkiraan penambahan dan pengurangan a set 

lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya y ang 

belum dis elesaikan dan dianggarkan kembali d alam 

tahun anggaran yang direncanakan; 
I. daftar Dana Cadangan; dan 
m . daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung seb agaimana dimaksud pada ayat 

( 1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan 
Wali Kota tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan W ali Kata tentang penjabaran 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 
lampiran paling sedikit terd iri atas: 

a . ringkasan penjabaran APBD yang 

menurut kelompok, jenis, obyek, dan 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

diklasifikasi 

rincian oby k 

-----------------~ 
Dipindai dengall CamScanner 



I LJ I t I ~ 111 I •t· 111 • • 1 11, I., It n 11 ·oburan APBD n1t•1n 11 u -~• , 
b . penJ h a •\n1 ~•~n1° Progrlllll, K1•~i11tn11, kt•lo111pok, 

daeJ'a , orr">, -~· •., • 
• b . k ,i,11.. , 0 11 obvck pc•1t<l 11p11t1111, lwln1qu, cl1111 _rents, o ye , 

Pembtnyao.n; . 
d aftar nama pc nennln, nlnmat pt•11t·11nH1, da11 lw::;,11•: ,n c. 
hibah; dan 

d. daftar nama p cncnma, nJnrnat pt•ncdnw , dun lwt,aa tlll 

bantuan sosial. 

Pasal 108 

Rancangan Perda tentang APBD yang tclah dis usun o l<.-h 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Po.sal 107 ayat ( 1) 

disampaikan kepada Wali Kota. 

BABV 
PENETAPAN APBD 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda 

tentang APBD 

Pasal 109 

(1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Perda tentang 
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung 
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk 
memperoleh persetuju an bersama antara Wali Kota dan 
DPRD. 

(2) Dalam hal W ali Kota tidak mengajukan rancangan Perda 
tentang APBD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa tida.k dibayarkan 
hak-ha.k keuangannya yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. 

Pasal 110 

( 1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD 
dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota 
menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta 
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 
ketentuan peraturan p erundang-undangan. 

(2) DPRD melaksanakan p embahasan pendahuluan atas 
rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) bersama dengan Perangkat Daerah terkait 
sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tata 
tertib DPRD. 

Dipindai dengan Cam Scanner 



-'- ·an c·1nann Perda ten tang (3) Pt•tnb,u,nsan t , ,-,, 
APBD 

seb,lgaim,1na dim nksud pada ayat (1) berpedoman pada 
RKPD, l{UA, dnn PPAS. 

(4) Dal.im pcmbahasan rancangan Perda tcntang APBD 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), W ah Kota dan/ 
atau DPRD dapat men gajukan u sulan pen ambahan/ 
perubahan kegiatan/ sub kegiatan dalam rancangan 
Perda ten tang APBD yang terdapat atau t idak tcrdapat 
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui ber sa.ma. 

(5) Penambahan a tau perubahan kegiatan/sub kegiatan 
sebagaimana dimaksud pa da ayat (4) dapat dilakukan 
berdasarkan kriteria keperluan m endesak. 

(6) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan 
sementara, Wakil Wali Kota dapat mengajukan rancangan 
Perda tentang APBD kepada DPRD. 

(7) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan 
tetap a tau sementara, pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 
penja bat/ penjabat sementara/ pelaksana tugas Wali Kota 
bertugas untuk menyampaikan rancangan Perda tentang 
APBD kepada DPRD. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Perda Tentang APBD 

Pasal 111 

(1) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama 
rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) 
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan 
dimaksud pada ayat (1), 

rancangan Peraturan W ali 

APBD. 

bersama sebagaimana 
W ali Kota menyiapkan 

Kota ten tang Penjabaran 

(3) Dalam hal Wali Kota berhalangan t et a p a tau b erhalangan 

sementara, Wakil W ali Kota b er t ugas untuk 

menandatangani per setujuan bersama terhadap 

rancangan peraturan daerah ten t ang APBD. 

(4) Dalam hal W ali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan 

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh p ej a b a t yang berwenang selaku 
penjabat/ penjabat sem entara/pelaksana tugas kepala 
daerah bertugas untuk menandatangani persetujuan 
bersama terhadap rancangan peraturan daerah ten tang 
APBD. 

I 



l I t I s<•t, ,,uh ,,11111H1H111 lll'l~I> lw1lt11lr,11gn11 tel , p 
{, ) \ ,ltll l \ • 

H ,u ~~·HlClll 110 duh111' " " ,l .. h1 '""!', 1>1· 1 ;,,11uu"'· pt· lr,ks 111c, 
llll'!,

1
~ 1'11np1n 111 , l)l'l~l) 111r1u111<l111 t111~u111 P '"' :wt I q11t111 

bct!-,ltll 1 1n·h.1d,,p 1,11H"IHlt:',lll \ 1'1·1d11 l<' t1l1111g /\PI\I). 

(t") \\',1h h.t.ll,l d,Hl DPRn ,.,n~ tidok IIWI\YIIIIIJlti lwn .. 1n1n 

1
.un•,uw.,u, P1.•1d,1 PBD dnlom (:-;nlu) ht1l1111 •wlwlurn 

d,mul.,~n n tnhun n11AA11tHI\ :-dm~n11 rn11m di111t1lou td p11clu 11y11t 
(1) dikt·rMkan ::-1.rnksi .idmmi::;ti.,\11 ~c.·su ni <.ktlKHll kt·h'nl11a11 

per.\t\.tn.H\ pt'rund,u1~ undnng,,n 

l T) D,ll.,m hal k(c'tt·rlambuta n petwtnpnn APAD knn:nu Wuh Kolu 
terl,lmbat mcny,m1p.1.iknn rnnc.',\l'\F:Htl Pen.in lentung APBD 
kepad.1. DPRD dnri ju.dwul scbngnirnunn dunnksud dnlum puAal 
1 oo .1yat ( 1). sanksi sebngaimunn d1maksud pndo ayat (6 ) ti<luk 

d .. 1pat dikenakan kepadu nnggota DPRD. 

Pasnl 112 

(1) Dalan1 hal Wali Kota dan DPRD tidok mengambil 

persetujuan bersama dalam waktu 60 (cnam puluh) hari 
sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh 
\\Tali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar 
angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD 
dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan 
yang bersifat mengikat dan belanja yang 

sebagaimana 
untuk belanja 
bersifat '-'·ajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat: 
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan 

tambahan pembebanan pada APBD; dan/ atau 
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 113 

Rancangan Peraturan Wali Kota t entang APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) memuat lampiran yang 
terdiri atas: 
a. ringkasan APBD; 

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian 
obvek· 

~ , 

c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah 
dan organisasi; 

d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah 

Dipindai dengan Cam Scanner 



organisasi, Program, Kcgir1t a11, krlompok, 11 n1 , ohyr I{, 

rincian obyek pcndapatan , b c•t.1njn, d un P <·mh111yoo n ; 
e. rek apitu l asi dan k escsuuiu n h <·l1111j 11 n w 11 111 111 IJ , 11•m11 

P emerintahan d aerah, organisu:-;i, Progr nrn, d 11n K c•~1:d :111, 

f. rek a p itulasi Belanja Daer a h unt uk k <:Hclm :mm , d :111 

keterpaduan Urusan Pem erinta h a n d ucr u h d , 11 1 how,oi 

dalam kerangka p engelolaan keua ngcw n cgHn1; 
g. daftar jumlah pegawai per golongan c.l a n p<:r ja b , 11 nil ; 

h . daftar Piutang Daerah; 
1 . 

daftar penyertaan modal daer ah clan in vc •~lasi d Hc1·ah 

lainnya; 
J. daftar perkiraan penainbahan dan p engura n gan asct 

tetap daerah; 
k. daftar perkiraan penainbahan dan pengurangan a:,;ct 

lain- lain; 
1. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang bclum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam ta hun 

anggaran ini; 
m . daftar Dana Cadangan; 
n. daftar Pinjaman Daerah; 
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hibah; dan 
p . daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial. 

Pasal 114 

(1) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 111 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Wali Kota setelah memperoleh pengesahan dari 
dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi 

Daerah. 

(2) Untuk memperoleh pengesahan seb agaim ana dimaksud 
pada ayat (1), rancangan Peraturan Wall Kata tentang 
APBD beserta lampirannya dis ampaikan paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung s ejak DPRD tidak mengambil 
keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap 

rancangan Perda tentang APBD. 

(3) Apabila dalam batas waktu 3 0 (tiga puluh) hari Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak: mengesahkan 

rancangan Peraturan W ali Kata sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), W ali Kota menetapkan rancangan 

Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



PaRal 115 

( J J Dalam hal penetapan APBD mengaJanu keterlambatan, 
Wall Kr,ta melaksanakan pengeluaran seuap bulan paling 
tmggi sebcsar seperduabclas JUmlah pengeluaran APBD 
tah un anggaran sc.:hclumnya. 

(2) Pcngcluaran sctiap bulan sebagaimana dimaksud pada 
<1yat (1) d1batasi hanya untuk mendanai keperluan 
mcndesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundan g-undangan. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2, 
d1tetapkan den gan Peraturan Wall Kota tentang mengena.1 
dasar pen geluaran setiap bulan paling tinggi 11 12 {saru per 
dua belas) jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran 

sebelumnya . 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD dan Peraturan 

Wali Kota tentang Penj abaran Rancangan APBD 

Pasal 116 

( 1) Rancangan Perda ten tang APBD yang telah disetujui 
bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD 
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) disertai dengan 
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota 
dan DPRD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang 
APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran APBD dengan: 
a . ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan 
d . RPJMD. 

n ipindai :-:leno~n camsc.annAr 



(•l) [). d ,Hn 11.,1 n uht'l'lll ll ~ ch. 1g11 1 Wllktl P c 11tc• 1 111 t ri ll 1'11 I ,I 

n 1t't1\,ll, i k,u1 h 11:--tl c·v, 111 111:-11 1 0 111 a 11 g, 111 Pc 1cl11 l c 111 1111g 

APBD d o n 11 11 1< 1111 ~ 011 1'1•1 u l1111111 W n l1 h.11111 l e 11t u 11 H 

J>e njnh ,, ran APHD 8t'su 11 1 d c 11~11 11 kc•l , · 11111 11 11 p c 1,11 111 1111 

pt·t·undu n g u1 u J n n g1\11, k 1•p1•11t111g11 11 1111111111 , l~Kl'l >, KllA, 
P PAS, d un RP,JMD, Wnll h.Ol fl ll\( ' ll< ' lnpk11 11 1 rn11•; 111 w 11 1 

Perda tentang APBD llH nJ.ich J>c 1d11 d:111 1 ;11u 11 11 K11t 1 

Peruturun Wnli K o to ti·nt u 11g Pc-11111lrn11111 Al'Hl > 11w11i, 11li 

Pcr a lura n Wu li K o l a S {'suni ckl)f,.!;Hll kl·te nt l t: 111 pn .it 111 , 111 

p c rundang-undangun. 

(5 ) Dalam hal Gube rnur scbagni wukil P<'rrn: ru1tuh Pu~at 
menyatakan hasil cvaluns i runc·ungon Pcrdn l<'nlnnl,.'; 
APBD dan rancangan Pcralurm1 Wali Kota tcnt a n JI.. 
Penjabaran APBD liduk scsuui den gun kc1 (•nt uun 
p eraturan perundang-undangan, kcpc ntingan umum, 
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kola bcrsamu DPRD 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak hasil evaluasi diterima. 

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota 
menetapkan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD 
menjadi Peraturan Wali Kota, Gubemur mengusulkan kepada 
Menteri untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak 
melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 117 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 115 ayat (5) dilakukan Wali Kota melalui 
TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. 

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 
(tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

n ipindai :-:leno~n c ams c.annAr 



Hag.tun Ket..--mpat 

,,, , 1, l••J,fH1 J'c1dr2 'fen tung Af•JH) dan Pen.2turan Wali Kota 
T, ntang PcnJaburan APBD 

< J J J1an< ang::Jn Perda tent.ang APBD dan rancangan 
PcnJt ur:Jn WaJ1 Kota ten tang Penj&b~an APBD yang telah 
d1evuJu:Jni ditct~okan oleh Wall Kota menjadi Perda 
tcrit&ng APBLJ dan Peraturan 'Nali Kot.a tentang 
JJenjabur:Jn APf.:HJ 

(2) P£;ne1 ~pan rancangan Perda tentang APBD dan 
r&ncc1ngan .f-'eraturan Wah Kota tentang Penjabaran APBD 
:;cbc.1gaimana d1maksud pada ayat ( l) dilakukan paling 
Jam bat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

t3) W al1 Kota menyampaikan Perda ten tang APBD dan 
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 
7 (tujuhJ hari setelah Perda dan Peraturan Wali Kota 

ditetapkan. 

(4) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat 
berwenang menetapkan Perda tentang APBD 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD. 

BAB VI 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Asas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 119 

yang 
dan 

( 1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola 
oleh BUD. 

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan 
dan pengesahan Pen erimaan dan Pengeluaran Daere.h 
tersebut. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



I k11d 111111 fl P <·11r 1 111111n11 / Ue n dnh nr-n (1)1'\h. l ' \ 
l'< ' IIH< lu. 111111 , d o 11 dt 11t1g 11t.1u hnd ,111 vu n g nH·1H·d1nn H t au 

11H·n ~ 11.1s111 1m llg/ k <• k.t\ . 11n1 d 1w1 u h wujih 
111<•n, dt•n gg.1111k n n pt•no1t , 111s nhonn s t•~uni d c n gnn 
k l'tt•nt, u1n p<' t ,11111 ,n pt·1 undnng undn n gnn . 

( ">) PcJl\hn t , , Ul#J. nwn,\IHltttnnv.uni d,tn / .,t nu m t· n gcsahknn 
dokunwn '> , \I\~ ht•r k,utan dengt1n s urnl bukti y ung 
nH' nJ tHh cln:-\m p1..' tH' l'in1ntu, atau p cngclunrn.n a tns 
pd,1"-snnnnn APBD bt•t lnnAAung jnwab te rho.do.p 
kdwnnn\ll mutcnnl dnn nktbat yang timbul d a ri 
pe nRglltHH\n sur,\t bukl1 dm1nksud. 

(3) Kebc nnran mntcrrnl sebagaimana dima.ksud pada ayat (2 ) 
merupnknn kcbcnuran atas pengguno.an anggaran dan 
hasil y ang dicapai atas Bcban APBD sesuai dengan 
kcwcnangan pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 121 

(1) Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan 
pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 122 

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan 
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk 
pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 123 

( 1) Setiap pengeluaran atas Be ban APBD didasarkan atas 
DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPD. 

(2) Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan 
pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari 
yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



(,1) Sr.llOi { , • b l d1l run mcl .:ukon d 
b.-1 1 1l t I en du ron Beb2n PBD 

111~ u . n untuk mcmbt ,a1 pengeluaran 
t •r~ ch 1 ,lt .1u ud 1k -ukup ter ('d1a 

{ l- ) p •l .. mgg.11 n t erhad 1p lar ngan seba aimana dim. s 

1 ,hi.1 •" t (- ) dun 8\ at {3 d 1kcna:-~an san - 1 ses"-.ii... 

k {'tcn t u ,111 p e n1tur U1 perundang-u n c:hu 1 an 

Pa:so.l 124 

l l) L ntuh- pelaks,umnn PBD. \ aH ·ota m enetapkan: 
.1. peJ .. 1b.1l, ang dtberi we,,enang mcnandatan~ar.1 SPO 
b pe_1..1bat yang diberi we,,enang menanc.ac.angan1 S ? . t 
(:. pejabat. ~ ang d1ben ,,·e,Yenang mengesal-.kar. 

surat perta.n~cungja\1.·aban: 
d peJabat yang diberi ,,e,venang menandatangani S?'2D; 
e Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluara..--i 
f Benda.hara Penerimaan Pembantu dan Ser..c.ahara 

Pengeluaran Pembantu: dan 
g . Pejabat Lainnya dalam rangka pe!aksanaan A?BD. 

(2) Keputusan Wali Kota tentang penetapan pe:a~a:. 
sebagaimana dimaksud pad a ayat '1 \ dilak--ukan se ':)e:;;.;n 
dimulainya tahun anggaran berkenaan 

Bagian Kedua 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SXPD d.~ PPKD 

Pasal 125 

( 1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD se:ah.-u ? .~ 
agar menyusun dan menyampaikan rancangan D?A. 
SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan \Vali 

Kota tentang penjabaran APBD ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat Sasaran yang hendak dicapai. fungsi. 
Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk 
rnencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan 
rencana penarikan dana setia p saruan kerja serta 
pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD selaku PA menyerahkan rancangan DPA 
SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 
(enam) hari setelah pernberitahuan sebagaimana imaksud 
pada ayat (1) disarnpaikan. 

(4) PPKD menyusun rancangan DPA PPKD paling lambat 3 
(tiga) hari setelah Pera turan Wali Kota tentang penjab .... ---·­
APBD ditetapkan. 

r1ipindai :-:leno~n camsc.annAr 



I', u d I :1-1, 

( 1) l'Al'I> 111<111l"alu,11 v11 lld<11 11 1111,, 1H1~11 11 111'/\ 7 V.J•J} don 
111 •,, 1 •1 •1, t > I 11 , ru1111 11 d, , • w1 11 k• 1,r,J r, KPI J yung 

IH• t 111 11Kl<11 l 111 1 

( •)Ve, 11ll,w11 11 l w1 111 1111111g1111 I Jl't :3K l'IJ dan !J I'/\ PJ"'KIJ 
H< l111g11 11111111.i cl111111ku 1ul prid.1 .,yut ( I J rJ1t.,·J, :,1k.1n r,ahng 
l11111b11 t I ', (1111111 lwlw1) li:111 1w,:,k d1trl;,pk:u1ny:1 Pcn1tur~n 
W.111 holn l r 11l.111 ~ P1•1qn l,111r111 APHI>. 

(3) ll, ·1d11:,i111<1111 llnml vc•tdd<11 H1 •wlmv,~11tn:1nH d1rrwk•,..Jd p<-1d<:t 

ovnt (I), PPI< I ) n11 ugc•:-u d1k11t1 r11t1 , :in~an JJPf ':1Y~l> < an 
1.11H nngon l) l >A PPKI> ·w td:th trH nd:JpHtkan p<;Tb•.t ""'J:.Jan 
Sl'1-.1ctn1i:i l >H<' 111IL 

('l) Dnlum hn l llnail v< rilikn!::.i sc~wgairrwn~ dimaksud pada 
nyot ( I ) t iclak :w:,juui d<"t1gc1n Pcraturan Wah K<>ta tentang 
P(•njnhrn o n Al'BD, kcpala SKPD melakukan 
pcnyempu, nuun rancanga.n OPA S KPD untuk drnahkan 
olch PPKD dcngan pcrsctujuan Sekretans Daerah. 

(5 ) DPA SKPD yang tclah disahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang 
bcrsangkutan kepada satuan kerja yang secara 
fungsionaJ melakukan pengawasan daerah paling lam.bat 
7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan. 

(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
kepala SKPD selaku PA. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 127 

( l) Dalam rangka pen gelola an uang daerah, PPKD selaku 
BUD membuka RKUD pada bank um.um yang sehat. 

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Kepu tusan W ali Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana climaksud pada ayat 
(2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan b ank 
umum yang ber sangkutan. 

Dipi11cla i dengan CamSc an/lN 



Pasal 128 

( 1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan 
Pengeluaran Daer ah, BUD dapat membuka rekening 
p enerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang 
ditetapkan ole h Wali Kota. 

(2 ) Rek ening pen erimaan sebagaim ana dimaksud pad a ayat 
( 1) digunakan untuk m enampu n g Pen erimaan Daerah 
setia p h ari. 

(3 ) Rek ening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dioper asikan sebagai rekening bersaldo nihil yang 
s eluruh penerimaannya dipindahbukukan k e Rek ening 
Kas Umum Daerah s ekurang-kurangnya sekali sehari 
pada akhir hari. 

(4) Dalam hal kewajiban p emindahbukuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat 
dilakukan setiap hari, pemindah bukuan dapat dilakukan 
secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan W ali 

Kota. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu 
dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah 
sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan 
dengan Peraturan W ali Kota. 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan 
dan/ atau rekening pengeluaran pada bank um um ke 
RKUD dilakukan atas perintah BUD. 

Pasal 129 

(1) Wali Kota dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk 

membuka rekening penerimaan melalui BUD yang 

ditetapkan oleh W ali Kota p a da bank um um. 

(2) Wali Kota dapat memberik an izin kepada kepala SKPD 

untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang 
ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum untuk 
m enampung UP. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



Pasal 130 

Pemerintah Daerah berh ak m e m peroleh bunga, jasa giro , 
dan , atau irnbalan lainn) a atas dan a yang d1simpan pada 
bank berdasarkan tin gkat suku bunga dan/ atau jasa giro 
van a berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
- l::> 

perundang-undangan. 

Pasal 131 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang 
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang 
berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai d engan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 132 

( 1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah 
dapat mendepositokan dan/ atau melakukan investasi 
jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara 
belum digunakan sepanjang tidak mengganggu 
likuidita s Keuangan Daerah, tugas daerah, dan k:ualitas 
p elayanan publik. 

(2 ) Deposito dan/ atau investasi jangka pendek 
s ebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus disetor ke 
RKUD paling lambat per 31 Desember. 

Bagian Keempat 
Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 133 

(1) PPKD selaku BUD menyusu n Anggaran Kas Pemerintah 
Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam 
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan 
dana y ang tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penenmaan dan perkiraan arus k as k e luar y ang 

digunakan untuk mendanai Pen geluaran Daerah dalam 
setiap periode. 

Pasal 134 

(1) Dalam rangka manajemen k as, PPKD menerbitkan SPD 
dengan mempertimbangkan: 

a . Anggaran Kas Pemerintah D a erah· 
1 

b . ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 

c. penjadwalan pembayaran p elaksanaan anggaran yang 
terc antum dalam DPA SKPD dan DPA PPKD. 

Dipindai dengall CamScanner 



, • 1 11•1, m 1, 11 1•111111(11111 d1111 1,ks1 1,I pwlt1 r1yn1 (I) d1s1opku11 qleh 
1 , 1,,'-l,. 111 II,, 1111, rl d1t v r ,tlnltt111•ur11 olcli l'l'Kl > 
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1 , 1, 111111,1, ltliil1 l1,11j11I 11tt11g<1101 lrtlJJ 10111 pr11yu»uno 11 
l\ 1111f'EH 1111 I 1111 d1111 f: l'I i EH lmg1111r1111u1 d11r1111' ud clulurn l'f 1fful 

I I I d 1111 1•, , ~111 I l', di,,f 111 d (,lflrn J•, ll•I 11nu1 W :d, K<,t a . 

I h1g11111 I( , lirrw 

I', l 1d 1A1111{HH1 d1_111 l 1, •11nl1111sultu,1u P c ndopnlHn JJ ._H n,h 
f'IH-lnl I ·a, 

(l)ll,11tl11 l1111 u l'r1ir1h11rnH1 w1,jib mcnyetor ~cluruh 
11• 11111111 0111 111 y11 lrn l<J{ l/1) pi1l1t1g lumbHt dalam waktu 1 

( \ if11) IJHI I 

( ') I >1.J , ,111 1,nl kond1"li ¥,rognift<, DHcrah sulit dijangkau 
1 I, • •~11• 1 knrn 1111rlt11Hi, tun1sportasi , dan keterbatasan 
I" l11 yn111u1 j11rif1 kcunng11n, R<'rlu kondrni objektif lainnya, 
JI' 11y,•lo, 1111 1><· 11rr1111win scbngru mana dimaksud pada 
11 y11I (I) d i q11,1 rnc-lrbJht I (sutu) han yang diatur dalam 
1•,·111111 ,1111 Wtd1 Kott1. 

(._ l) !-kl 111p pc ,u~, irmu-in •icbugaimana dnnaksud pada ayat ( 1) 

1111111 •: d1d11k1111g o lc h bukt1 yang lengkap dan sah atas 
11,101,111 . 

(II) 0111<1, 'H lmgoimanf.l dimaksud pada ayat (3) dapat 
"" l1p11ti dokumcn cJcktronik. 

( '>) J>r11 y,•tcn c1n pcncrimuan pendapatan atau dokumen lain 
y:1t1Y, d1pcr 'ifHT1akan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
trH:nY,gunokan s ural tanda setoran. 

Pasal 137 

(I) Penyctorun pcnerimaan pendapatan sebagaimana 
dirrwk•-n,d dalam Pasal 136 ayat (5) dilakuk an secara 
ttm:JJ df1n/ -c1lau non tunru. 

(2) P,;nyeloran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dH-Jn~gap sah sctelah Kuasa BUD menerima nota kredit 
at.Hu dokumcn lain yang dip ersamakan. 

(ri) Bt; t1dahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, 
atau :-;unit bcrharga yang d alam penguasaannya: 
c.1 . h bih clan 1 (satu) h ari kecuali terdapat keadaan 

fiCbHg:JJmana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 
(2);dan/ atau 

Dipindai dengall CamScanner 



b . ntas nama pribad1. 

(•l) Pclnnggur·an t<·rhndap lurangan sebagaimana dimaksud 

p,,dn .ivat (3) clikcnakan sanksi sesuai ketentuan 
pt·rul t1rnn pcrundang- undangan. 

Pasal 138 

( 1) Bcndahara Penerimaan pad a SK.PD wajib 
menyclenggarakan pembukuan terhadap seluruh 
pcnerimaan dun penyetoran atas penerimaan yang 
mt•njadi tanggungjawabnya. 

(2 ) Bc ndahara Penerimaan p a da SKPD waJib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA 
m elalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepu.luh) 
bulan berikutnya. 

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pen erimaan k epada PPKD 
paling lam bat tanggal 1 O (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas 
laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaunana 
dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi 
penerimaan. 

Pasal 139 

( 1) Pengembalian atas k elebihan Pen erimaan Daerah yang 
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 
dilakukan dengan mem bebankan pada rekenmg 
penerimaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas k elebihan Penerimaan Daerah yang 
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang 
sama dilakuk an dengan membebankan pada rekenmg 
penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas k elebihan Penerimaan Daer ah yang 
sifatnya tid ak berulang yang terjadi pada t ahun 
sebelumn ya d ilak.ukan dengan membebankan pada 
rekening belanj a tidak terduga. 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan d an Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 140 

( 1) Setiap pen geluaran harus didukung bukti yang lengkap 
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang 
menagih. 

Oipindal dengat1 CttmScanner 



(2 ) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidok 
dnpat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD 
ditetapkan dan diundangkan dalarn lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebaga.imana dimaksud pada avat (2) 
tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/ a tau 
keperluan mendesak sesua.i dengan ketentuan per<l.turan 
perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara tunai dan/ atau non tunai. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunai dan/ atau 
nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Wal1 Kota. 

Pasal 141 

(1) Bendahara Pcngeluaran mcngajukan SPP kepada PA 
melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan 
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara 
Pengeluaran pembantu melalu1 PPK Unit SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lam yang dipersamakan 
dengan SPO. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan 
be saran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan 
Bendahara Pengeluaran pembantu melo.lui PPK SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPD. 

(4) Pengajuan SPP kepada KPA pada Unit OBK, disampaikan 

bendahara unit OBK melalut PPl\. Unit SKPD berdasarkan SPD 
atau dokumen lain yang dip rs,.\makan dengan SPD. 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yat (4) 
terdiri atas: 
a. SPP UP; 
b. SPP GU; 
c. SPP TU; dan 
d. SPP LS. 

(6) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
terdiri atas: 
a. SPP TU; dan 
b. SPP LS. 

Oi:::indai dengan Cam Scan'ler 



( I} J11n,,I
1
,,,,,, ,1,,,, ,,, uv,11I111111 ,J,,J,1,111 1 " ',l'I' IJ l 1 1 lll1,l•11l• tt, 

,,J, h n, ,H.JuhtJI tJ ,,, 11Ya' ILllil IHI ,11,)11111 I ,,,v)'i. .,, ,,,, J ,,1 lJJ' 

('/) l-'1 r,l"riJJLH1 d1111 J>' 111{,••JIHIJJ !J,,J• LJ r,1• fl , l'J' 1 
,I 1 

,,J,•h H, 11 ,J;,b:11:, J'• n~• 1,11.,,11, d:,L,111 11111~l•11 1111 111J)l)•t11) 

LJJ,•. 

('~) Yr• t!,n t u:,n J, b,b )&HIJUI 111• ,,,.,,, IJIJI },, r,:11 :,,, I jli •lJH ( ,' J 

,,,,b:1g:,11n:1ri:1 d1111: v•;ud pnd. . ·;; I ( J) du,, •• f'-'' ('.,q 
rJ1tet:Jr,k:111 d1•nv,:,n V 1 l> H11 i:111 //: 11 Yr,h1 

(4 J Peng~JI.J<in 8 1"11 IJI' wbarr,:1•ui:11J: •J11r :1J-: , '" fl: d: : /' 11 {l) 
dHtJUY::.tn d1;r,~:1t, rr, ,·Ja,11 pH k:u, V' f1 ,t ·,:in JI: I V.•,1 :; 
tenton~ bf,r,:,ran UP ·i1:bag:,nn:.n1:J !J,r11:Jk·, 'J p:,d:1 : 1: 1 ('~) 

(3) f>eng~ju:Jn ';J"P <,,I) •i,)>:,Y,:JJrfJ:Jr>:J ,Jjm:JY', Jd pada ay:,t C'.1.J 

d1larnpiri <J,_n~an cJ,,kumcn :.,-,H r, 1.r1 :HJV~' uwJ:Jw: . .t,:u • 

penggun:.J<1IJ Uf-' 

( l) Bendahara Pengdu:Jr:JIJ ~t~u Hf.n,J~Jh:-JnJ J>1 ... n~1:Jur1r:JT1 
pembctntu mengc:1Jukan ,.;.,PP 'JU ..Jntuv .rnd:JY"';~H1~~lrHn 
Kegiatan yang b<,-r!>ifat mt..TJdc•)::::tJr d:::,n t1d~k <J~JP~,,1 

menggunakan SPP LS dc:in/~tau SPJ-> UP/<..,U. 

(2) Batas jumlah pengajuan ~PP TU h~ru•i rnc;nd~p~t 
persetujuan dari PPKD deng~n rn,.,mp,_rh~tikon nndan 
kebutuhan dan waktu penggunaannya d1tctapkan dcngan 
Peraturan W ali Kota. 

(3) Dalam hal sisa TU tidak habi!:> digun&kan daJam 1 ( ~tu) 

bulan, s1sa TU di~etor ke PKUD 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU scbagajmana 
climaksud pada ayat (3) dikecuahkan u ntuk. 
a. kegiatan yang pelaksanaann ya melcbihi 1 ( atu) 

bulan; dan/ atau 
b. kegiatan yang mengalanu perubahan jadwaJ dari yang 

telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar 
kendali PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP TU sebagrumana dimaksud pada ayat (l) 
dilampiri dengan daftar nncian rencana penggunaan 
dana 

Dipindai c1engan Cam Scanner 



Pasal 144 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan 
oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; 

dan 
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 

ketentuan p e raturan perundang-undangan. 

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan 
sebagian kewenangannya kepada KPA. 

Pasal 145 

( 1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 144 ayat ( 1) huruf b oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, 
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan 
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 146 

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 142 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP 
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 142 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP 
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM GU. 

(3) Berdasarkan pengajuan S PP TU sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 142 ayat (1), PA/KPA mengajukan 
permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitk an 
SPMTU. 

Dipi11cla i dengan CamSc ann e-r 



1'11111d I •1 / 

( I) BerduHtt1l<.in ~,l'I' 1,S yo11g d111ptl<1111 ,,1,·J, 1lc•11dnlio1n 

Pt·11~wlu11n111/ li1 ·11d11l lfll D 1'1 nvc•lt 1111 .. , , JI' 1111>,111111 
scb.,p,wnir.rrn clwi:drn11rl <111111111 l 111 tm l l •l•I .,y.11 (I). l'l'K 
SKPD/Pl'K U111 t S l{PI> m<"lttk11k1111 v1·1 ifilt:im utrrn: 

a kcutn11nu1 1r11tlc:1ird Nttral l,11k1i m1•11Kc-1ir11 l111k p1hrnk 

pcnag1l1, 
b kckngkapan clokttrrwn yang rue 111ud1 1w1 1y:11utrn1/ 

schubungan dcnguu ik11t1111/p< 1 11.11111,Hi pcngada.111 

baning/Jasa; dan 
c. kelerscdiaan dona yang bcnmngkutun . 

(2) Berdasarkan hasil vcrifikasi sch aguimana d1muksud peidu 
ayat (1), PA/KPA memcrintahkan pcmbayaran ata~ hcban 
APBD melalui penerbitan SPM LS kcpada Kuusa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, 
PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil 
verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya SPP. 

Pasal 148 

( 1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang 
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada rekening 
penerima pada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kuasa BUD wajib untuk: 
a . meneliti kelengkapan SPM yang 

PA/KPA berupa Surat Pernyataan 
PA/KPA; 

diterbitkan oleh 
Tanggung Jawab 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Behan 

APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang 

bersangkutan; dan 

d . memerintahkan pencairan 
Pengeluaran Daerah. 

dana sebagai dasar 

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan 
PA/KPA apabila: 

a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung J awab 
PA/ KPA; dan/atau 

Dipindai dengan Cam Scanner 



(5 ) Kumm BU l) m<•ngcnll>1tl1k1111 dokumcn SPM <lulmn hnl 

kel<"ntu1.1n schnK:ttllll\lll\ di111uksucl padu a y ,Lt (·l) pulinR 
Jumbat I (~mlu) hnri tcd1itung s<~Jrtk dil<"rimanya 8PM 

Pnsnl I '19 

(1) Bcndahan.1 Pcngcluaron/Bcndahara Pcngcluaran 
pembantu melaksanakon pcmbayaran sctclah: 
a. mcncliti kclcngkapan dokumcn pcmbayaran yang 

diterbitkan oleh PA/ KPA b eserta bukti transaksinya; 
b. menguji kebenaran pcrhitungan tagihan yang 

tercantum dalam dokumen pembayaran; dan 
c. menguji k etersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
pembantu wajib m enolak melakukan p emb ayaran dari 
PA/KPA apabila p ersyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara P engeluaran/Bendahara 
pembantu bertanggung jawab secara 
pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 150 

Pengeluaran 
pribadi atas 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 
dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

Pasal 151 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 152 

( 1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 
mempertanggung jawabkan penggun aan UP / GU /TU/ LS 
kepada PA melalui PPK SKPD paling lamba t tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Ben dahara Pengeluaran 
pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya dengan men yampaikan laporan 
pertanggungj awaban pengeluaran k epada PPKD selaku 
BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

Dipindai dengall CamScanner 
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(: J) K,·t, ·11111,111 lmt r1u w:.i, , 11 I'' 111 11,11 '1 11 u , r,t 

111 J HH 1111 J u· 1 I f1 111-~g• 111v,Jr1 w n I 11111 ,,, 111~• luru 1111 

k1•t1·1 l1111tlut11111 

1wr t1111g1-~• 111~J r1w11l ir111 

Kot 11 . 

p• 11yr11111,1,11,,, tor,•,rr111 
d1t•· l11plu ,11 tl rsi11111 11 , 11, tu r 111 VI II 

(~) 1'(·ny11111JH11;111 p,•, lr1111-!g11111-~11,w1d,1,,, H• 11duh.,r,
1 

l't·ngt:lli,11,111/ Ht11dnl1:11:1 1'1•11g,· l11111r111 p•·1111,:111t t 1 • , n , u 
fu11gsio11uJ 'It l,11g11iru111rn di1111,lt 11uJ r,1,d:, " Yld (~ ) 

dilakH:ttHtkt111 <Jc·lc•Jult d1t1· 1 l11tk:111 u un,t rwrw.r· ,:.1h tH 1 

pu·tanggungj:1walm11 p1·11w·tuwa11 ol,·h l'/1 /YI'/\. 

(5) Untuk tcr·t ib lupo, :ir1 J>(~r I w1gg1u11-w1w:1l,:111 p:1du ,1kh1r 

1.ahun anggaron, JH rlur1v,g1u11-~p1w:1l>:111 P' 11gclu11r:Jt1 rJ:..111:, 
bulan Dcscmbt;r drnu ,npwluu, p11l1r1v, J,unb:,t t:,nv,g:11 ·n 
Dc~cmbcr 

13agi:.m K<:t ujuh 
Pclaksanaan dan PcnatHut-wh:1:ar1 l'c•mbwyw-Jn IHJt, r,Jh 

( 1) Pelaksanaan dan pcn:..ituu•whaHn pcncrima: . .tn dan 

pengeluaraan Pcmbiayaan Dc1crah dih.ikukan ,,Jch kepala 
SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pcngcluaraan P<;mbiHyaan Oa<;rah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di]akukan mdalui 
RKUD. 

(3) Dalam haJ pcnerimaan dan pcngeluaran Pembiayaan 
Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan t1dak 
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan 
dan pengesahan pen crimaan dan pengeluaran 
Pembiayaan Daerah tersebut. 

Pasal 154 

Keadaan yang menyeb abkan SiLPA tahun sebelumnya 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 
a. menutu pi defisit anggaran; 
b . mendanai kewajiban Pem erintah Kota yang belum 

tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/ atau obligasi 

daerah yang m elamp a ui anggaran yang tcrsedia 
mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai AS 

akibat adanya k ebijakan Pem erintah; 

Dlpindai d t nc;ian CamSca.nner 
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11w11<lnnni Pt og1 nm dnn Kegiutan yctng belum tcnwdia 
1111ggm n11n ·11: dun/ntau 

,.~. 111<·11d1111ui Kcgiutun yong CBpuiun Sn~,u·on Kint!rjunyu 
d1t mgk.11 kon d,11 i ynng tdah dtlelapknn dalnm DPA SKPlJ 
t.1111111 no~~UJ mi bcrjalnn, yang dapat disclcsuikan sarnpai 
dc11gan batns akhir pt•nyelc~;uian pcmbayarun datum 
tnh1m rnigJJ:arnn bcrjalan. 

Pasa1 155 

( 1) Pemindl\hbukuan dari rekening Dana Cadangan kc RKUD 
dilnkuknn bt·rdasarkan rencanapenggunaan Dana 
Cudangun sesuai peruntukannya. 

(2) Pcmindahbukuan dari rekcning Dana Cadangan ke RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
jurnluh Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan 
Perda tcntang pembentukan Dana Cadangan yang 
bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan 
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran 
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda 
tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

Pasal 156 

( 1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana 
Cadangan daJam tahun anggaran berkenaan sesuai 
dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang 
Pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggaran sebagaim ana dimaksud p ada ayat (1 ) 
dipindahbukukan dari Rekening Ka s Umum Daerah ke 
rekening Dana Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

Pasal 157 

Dalam rangka pelaksanaan p engeluaran Pembiayaan, Kuasa 
BUD wajib untuk: 

Dlplndoi dcngon Com ScJnricr 



n . n1e·iwlit i k<·kngkapan pcrinrnh pembayaran yang 
ditcrbitkun oh.•h kcpala SKPKD; 

b . n1t•nguji kcbcnaran pcrhitungan pcngeluaran 

Pembi,iyaan yang lcrcantum dalarn perintah 
pembuyaran; 

c . mcngtqi kctcrsed1aan dana yang bersangkutan; dan 
cf . nwnoluk pencairan dana, apabila perintah pembayaran 

atus pcngeluaran Pern b1ayaan t1dak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 158 

( 1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

BAB VII 
LAPORAN REALISASJ SEMESTER PERTAMA APBD DAN 

PERUBAHAN APBD 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Pasal 159 

(I) Pemerintah Kota menyusun laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada 

disampaikan kepada DPRD paling lambat 

bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedua 

Dasar Perubahan APBD 
Pasal 160 

ayat (1) 
pada akhir 

( 1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 159 menjadi dasar perubahan 
APBD. 



(2) Perubahan :\PB sc-.,.tg. un::m. , un. 
dapat du 7.1 .tn ,\p.,btl.:l teIJ , 
a pe,..kembang .. u1) an_ ttd. 'i--- s su.Ll ,i 
b kcadaan ) • nt! mrn: c-b .. t.:,.:,...Ul 

Il~,,, .. ,~S.\!ltl~ l \ . 
.\ \;$ 11.\t-.\, .\.\ 

pergeseran .mg__~aran .. nt.lr .. ,r~.ln,s."ls, .ln!.,r \llllt 
orl2:arusas~. anr.:i.r Progr.l.lll, . 11£. , 1'c"~l.H.la. d.u1 .,nt.tr 

jenis belanJa; 
c keadaan yang :nen~ eb .. 1bk.1n ~ ... PA {.lhun .lll,?!._~.U.\t\ 

sebelumnya han.is d1gun..1k.in ,1.1;.lm t .1.hun .,nK.~-\t .m 

berjalan: 
d. keadaan darurat; dan acn.1 
e. keadaan luar b1asa. 

Bagian Ket 1g.1 
Perubahan Keb1_;akan l'mum .-\.PBD d.1n Pc'n1b.1h.u, PP -\8 

Pas11 lol 

{l) Perkembangan yang ndak sesuai deng .. 1n .. ,sumsi Kl A 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal loO ~1~ .. n l2) hun1f .'.l 

dapat berupa terjadmya: 
a. pelampauan atau odak tercaprunya pro~ eks1 

Pendapatan Daerah: 
b. pelampauan atau tidak tereahsasm~ a alokasi Bet.:in. ,'1 

Daerah: dan 'arau 
c. perubahan sumber dan pen~--runaan Pembi .. 1y .. an 

daerah. 

(2 Wali Kora memformulasikan perkembangan y .. mg tidak 
sesuai dengan asumsi KU:-\ sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (1) ke dalam rancangan perubahan Kl: . .\ serta 
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan 
dimaksud pada ayat 
perbedaan asumsi 
sebelumnya. 

Perubahan 1
•

1 
'"." b n.. '-- _,. se aga.imana 

(2) disenai penjelasan n1engen .. u 
dengan Kl.'A yang ditetapkan 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS seb~ aimana 
ctimaksud pada ayat (2) dis ertai penjelasan. 
a. program dan Kegiatan yang dapat d 1usulkan untuk 

ditampung dalam perubahan APBD dengan 
mempertimbangk an s1sa wa.ktu pelak anaan APBD 
tahun anggaran berjalan; 

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang 
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila 
asumsi KUA tidak tercapai: dan 

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan an 
harus ditingkatkan d alam perubahan APBD p bil 
melampaui asumsi h.'l.JA. 

Dipindai denqa n ComSc.onner 



Pasal 162 

(1) Wali Kota menyusun rancangan perubahan KUA dan 
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan 
RKPD d engan tetap men gacu pada pedoman penyusunan 
APBD. 

(2) Rancangan p e rubahan K U A dan rancangan perubahan 
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
oleh Wali Kota k epad a DPRD untuk dilakuk.an 

p embahasan ber sama. 

(3 ) Berdasarkan h asil p embahasan bersama atas rancangan 
perubahan KUA dan rancangan p erubahan PPAS 
s ebagaimana dimakaud pada ayat (2 ), Wali Kot a d an 
DPRD melakukan kesepakatan bersama. 

(4) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KU A dan 
rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud p a da 
ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan 
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS y ang 
ditandatangani bersama antara W ali Kota dan pimpinan 
DPRD. 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 163 

( 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan an tar organisasi, 
antar unit organisasi, an.tar program, antar kegiatan, 
antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis 
belanja, antar objek belanja, antar nnc1an objek 
dan/atau sub rincian objek belanja. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 

a . pergeseran anggaran y ang meny ebabkan p erubahan 

APBD; dan 
b. pergeseran anggaran y ang tidak menyebabkan 

perubahan APBD. 

(3) Setiap pergeseran anggaran seb a gaimana dimaksud pada 

ayat (2) diformulasikan dalam p e rubahan DPA-SKPD. 

(4) Pergeseran anggaran y ang menyebabkan perubahan 

APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) huruf a , 

dilakukan sesuai ketentuan mekanisme perubahan 
APBD. 
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( ,J l't ,,~, ,, 1; 111 ,,.g,~:J1:i11 r;:Jnv, t1d:1k nH 11y,habkan 
,,, 11 d,;1!11111 "'''Sf ) ·wlwµ,.wm:,na duu:Jk SlHl p:1dtt ay:Jt (:,n 
11111 ,,I I,, tl,l1ikuk1Jt1 rr,t J: d11J fl' 11.Jbr,htHI ,,, ,nturun 1/nh 
K,,t,, 1,• ,11 : 111µ, l 11·11J:tl1: 11:it1 11 l 1 IH> . 

(I) I', rg, ·s, run unv,v,:u1111 y:inv, TTH..;ny,; b:,.1bk:u1 P'~rub:.it :.,r 
Al'J U J 'iclmgwrrwrw dutlrJk'-,Ud d ~..1 l:-.trn P~•,~I 1 f,~ &/~l ('LJ 
h1Hu1 a, mc,Jiputi : 

u pc,11,<;HCnJ.tJ <-1ntar <Jrgani•~::.tsi; 
b . pcrgcscnJn unt~r unit <Jrganis::.tsi; 
c. pcrgcticrHn anlar program, 
cl . p crgcscn.m a n1 ar kcgiatan, pergcseran antar sub 

kcgiatan; 
c. p c rgcseran antar kelompok belanja; dan 
f. pcrgcscran antar jcnis belanja. 

(2) DaJam kondis i mendesak atau perubahan prioritas 
p emb angunan baik di tingkat nasional atau daerah, 
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Keputusan 
Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

(3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pergeseran 
anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. 

(4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan setelah perubahan APBD, 

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 165 

( 1) Pergeseran anggaran yang 

perubahan APBD sebagaimana 
160 ayat (2) huruf b, meliputi: 

tidak menyebabkan 
dimaksud dalam Pasal 

a. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja 
yang sama yang dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Daerah; dan 

b. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek 
belanj a yang sama yang dilakukan atas persetujuan 
PPKD. 
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(2) Pergescran anggaran yang tidak menyebabkan 
per-ubahan APBD sebagrumana dimaksud pada ayat (1) 
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat 
dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan 
Peraturan Wah Kata tentang penjabaran APBD, 
selanjutnya bersamaan dengan perubahan APBO, 
pergeseran anggaran terse but ditetapkan dalam 
Peraturan W ali Kata tentang penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran yang tidak. menyebabkan 
peru bahan APBD sebagaimana dimaks ud pada ayat. ( 1) 
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung 

dalam laporan realisasi anggaran. 

Pasal 166 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran 

anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

Bagian Kelima 

P enggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan 
APBD 

Pasal 167 

(1) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 
berjalan dapat berupa: 
a. menutupi defisit anggaran; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

tersedia anggaranny a; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi 

daerah yang melampaui anggaran yang tersedia 
mendahului perubahan APBD; 

d . melunasi kewajiban bun ga d an p okok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN 

akibat adanya kebijakan Pemerintah; 
f. mendanai program, k egia tan, dan sub kegiatan yang 

belum tersedia anggarannya; dan / a tau 
g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran 

Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan 
dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang 
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir 
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran 
berjalan. 
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(2) Pi--nggunuan 81LPA w.hun sebelumnya untuk pendanaan 
pengelt1c11n11 twbagcurnann dimaksud pada ayat (1) 
diforrnuluHikan lrrlchih d.ihulu dalrun Perubahan DPA 
SKPD dan/atnu RKA SKPD. 

P) Tutu c.1rn p<'nganggauu1 ptnggunaan Sil.PA tahun o.nggaran 
scbdL1Innya untuk pcng<'luarnn st•baga1mona dimaksud pada 
uyut ( 1 ), terlebih duhulu hurus melakuknn perubahan ot.n~ 
Pc·ratunm Wali Kota tentang penjabaran APBD sclanJUtn)a 

dituangka.11 dalarn Perda tentang perubahan APBD tahun 
unggarun berikutnya al.au ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran bagi pemerintah kota yang tidak melakukan 
perubahan APBD tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 168 

( 1) Pemerintah Kota mengusulkan pengeluaran untuk 
mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 68 ayat 
{l) dalam rancangan pen.ibahan APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 
sebagaimana dima.ksud pad a ayat ( 1) dilakukan setelah 
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Kota tidak 
melakukan perubahan APBD, pengeluaran tersebut 
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 169 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 
luar biasa sebagaimana dimaksud d alam Pasal 160 ayat 
(2) huruf e. 

(2) Keadaan luar biasa seb agaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD 
mengalami kenaik an a t a u penurunan lebih besar dari 
50% (lima puluh persen) . 

(3 ) Ketentuan mengenai p erubahan APBD akibat keadaan 
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan W ali Kota. 
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Pasul 170 

(I) Dulwn l11:.1J kcudaan luor biasa yang menyebabkan 
cst,masi pcnenmaan daJam APBD mengalami kenaikan 
Jcl>ih dari 50% (hma puluh persen) sebagaimana 
chmuksud dalam PasaJ 169 ayat (2) dapat dilakukan 
penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan 
capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan daJam 
tahun anggaran berkenaan. 

(2) DaJam haJ keadaan luar biasa yang menyebabkan 
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan 
lebih dari 50% (Jima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 169 ayat (2) dapat dilakukan 
penjadwalan ulang dan/ a tau pengurangan capaian 
Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedelapan 
Penyusunan Perubahan APBD 

Pasal 171 

( I) Rancangan perubahan KUA dan rancangan pernbahan 
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) 
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu 
pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(2) DPRD dapat melaksanakan pembahasan pendahuluan 
atas rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersama dengan Perangkat Daerah terkait. 

(3) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan 
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas 
bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan 
perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan 
Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 172 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah 
disepakati Wali Kota bersama DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) menjadi pedoman 
perangkat daerah dalam menyusun RKA SK.PD. 

(2) P~rubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana 
d1maksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada perangkat 
daerah disertai dengan: 

a program dan Kegiatan baru; 
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b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, 

dan/atau 
d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 

perubahan APBD, form.at RKA SKPD, analisis standar 
belanja, standar harga satuan dan perencanaan 
kebutuha.n BMD serta dokumen lain yang 

dibutuhkan. 

(3) Penyampaia.n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lam.bat minggu ketiga bulan Agustus 

tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 173 

(1) Kepala SKPD dan Kepala Unit OBK menyusun RKA SKPD 
dan RKA Unit OBK berdasarkan perubahan KUA dan 
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 

ayat (2). 

(2) RKA SKPD dan RKA Unit OBK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 
penyusunan rancangan Perda ten tang perubahan APBD. 

Pasal 174 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sarnpai degan Pasal 
103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
RKA-SKPD pada perubahan APBD. 

Pasal 175 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b berupa peningkatan 
a tau pengurangan capaian sasaran Kinerj a Program dan 
Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 
Program dan Kegiatan sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, 
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. 
belanja, dan pembiayaan, baik sebelum dilakukan 
perubahan maupun setelah perubahan. 
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Pasal 176 

(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan haru dan 
perubahan DPA SKPD yang okan d1anggarkan dalam 

perubahan APBD yang telah disu~un oleh SKPD 
disampaikan kepada TAPD mclalu1 PPKD untuk 

divcrifikasi. 

(2 ) Verifikasi sebaga.im ana dimaksu d pada ayat ( 1) dilakukan 
oleh TAPD untuk m en ela ah kesesu a.ian antara RKA SKPD 
dan perubahan DPA SKPD dengan: 
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
b. pr akiraan m aju yang telah disetujui; 
c. dokumen peren canaan Ia.innya; 
d. capa.ian Kinerja ; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
1. Standar Pelayanan Minimal; dan 
J . Program dan Kegiatan an tar RKA SKPD dan 

perubahan DPA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebaga.imana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdapat ketidaksesua.ian, kepala SKD 
melakukan penyempurnaan. 

Pasal 177 

( 1) PPKD menyusun rancangan Perda ten tang perubahan 
APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SK.PD 
dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan 
o1eh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) memuat larnpiran paling sedikit 

terdiri atas: 
a . ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b . ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

daerah dan organisasi; 
c . rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, Jen1s 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
d . rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut 

Urusan Pemerintahan d aerah, organisasi, Program, 
dan Kegiatan; 

e . r ekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

k eterpaduan Urusan Pem erintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
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f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g . daftar Piutang Daerah; 
h . daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 
1. d aftar p erkiraan penambahan d an p en gurangan aset 

teta p daerah; 
j . daftar perkiraan penambahan d an p engur angan aset 

lain-lain ; 
k. daftar Kegiatan tahun anggaran seb elumnya yang 

b elum diseles aikan dan dianggarkan k embali dalam 
tahun anggaran berkenaan; 

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan 
m . d aftar Pinjaman Daerah. 

(3 ) Dokurnen pendukung sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan 
Wa li Kota t entang penjabaran perubahan APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang P enjabaran 
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ay a t (3) 
m emuat lampiran paling sedil<lt terdiri atas: 
a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian oby ek 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b . penjabaran perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, 
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan b esaran 
hibah; dan 

d . daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
bantuan sosial. 

Pasal 17 8 

Rancangan Perda tentang p erubahan APBD yang telah 

disusun oleh PPKD disampaik an k epada Wall Kota. 

Bagian Kesembilan 

Penetapan Perubahan APBD 

Pasal 179 

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD kepada D PRD disertai penjelasan dan 

d okumen pendukung u ntuk dibahas dalam rangka 

m emperoleh persetujuan bersama paling lambat mmggu 

k edu a bulan September tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 180 

(1) Pembahasan rancangan Perdn tentnng pe-rub.,hn.n \ PRO 
dilaksanakan oleh Wall Kota dan DPRD $t•tdah W ,\h hot.t. 

m enyarnpaikan rancangan Perdd tentang p t•rub,lh.m 
APBD beserta penjelasan da.n dokumcn pcndukun~ 
sesu ai d en gan keten tu an peraturan pt•rundang­
undangan. 

(2 ) DPRD dapat m elaks anakan pembahasan pen d ,\hulu w, 
atas rancangan perubahan APBD sebagnima n a dimak s u d 
p ada ayat (1) bersama d engan Perangkat Daer ah terka it . 

(3 ) Pembahasan rancangan Perda tentang perubah a n APBD 
berpedoman pada perubahan RKPD, peruba h an KUA, dan 
peru bahan PPAS. 

Bagian Kesepuluh 
Persetujuan Rancangan Perda Tentang Perubaha n APBD 

Pa sal 181 

( 1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Pe rda 
tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama 
Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

(2 ) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan 
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda 
t entang perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan 
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan 
dilakukan setelah 
pertanggungj awaban 
sebelumnya. 

Perda tentang 
di tetapkannya 
pelaksanaan 

Bagian Kesebelas 

perubahan APBD 
Perda 
APBD 

tentang 
tahun 

Evaluasi Rancangan Perda Ten tang Perubahan APBD dan 
Rancangan Peraturan Wali Kata tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 
Pasal 182 

(1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah 

disetujui bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan 
Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi seb lum 
ditetapkan oleh Wali Kota. 
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l >c•rcJ1• tc•ntnna 1,crubahan APBD don (2) Runc-angnn , n 

1 ,tncungun J>c,aturan W,1li Kola tcntang ptnJabaran 
pt'ntbuhan APBD scbagatmnnu d1muksud pado ayat (1) 

discrtm dcngan pc.·ntbahun RKPD, pcrubnhan KUA, dan 
pcrubc:1hc1n PPAS yang dtscpakati antara Walt Kota dan 

DPRD. 

(3) Evaluas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk menguji kcsesuaian rancangan Perda tentang 
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 
a. ketentuan pera turan perundang undangan yang lebih 

tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan 

PPAS;dan 
d. RPJMD. 

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, pernbahan 
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Wali Kota 
menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan 
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 
perubahan APBD dan rancangan Peraturan W ali 
Kotatentang penjabaran pernbahan APBD tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, 
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Wali Kata 
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 
(tujuh) hari sejak h asil evaluasi diterima. 

(6) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tidak ditindaklanjuti a leh Wali Kata dan DPRD, 
dan W ali Kota menetapkan rancangan Perda ten tang 
Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan 

Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan 

APBD menjadi Peraturan Wali Kota, mengakibatkan 

penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Diplncl.31 dcngan CamSeanner 
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(7) J>td:, rn h:il ( , uhcr11ur ct,uw,1 w ,bl pm11rn11tuh J, .. ,t ,f ,~ 

rncl;1ku11Jak:,n cvulu:, , oot,lJV)JJrt1:,1m d1umk • 1 i ,,.,,i:, :1'1, ( I , 
m c n tcn rncr,~urnb, I ohh r, Js, k ru w:1n c,ts,1 111 , :c. u,1 d-:-rwp 
kc1 ,·ri ttw n ,,,.rs1I u rHn pcruncJ:inv, u11d:Hw;1n 

( l) Pcn ycrnpurns1:Jn h :niil 1 :vvJu1J ., ,, b :,vJ 1Ht1t1r, :, 1 J11n:, z ,,J 
dalam Pas aJ l ii~ ;Jy,.-it (C,) d il•1ku v :,_r 'JI:, 1 V.nt,, :w,..1;,l .-1 

' f APD bcrs am,, d<;ng:ui f.Jf'J"fJ r11 eJ;, Ju1 rJ:11.l :,n ;,nv,v,:J1:1n 

(2 ) Hasil pc.:nyempurnc.1Hn &ch:1P,t) im:,r,;, d i rn:JY '•'J tJ r,:.,,j ;~ ;,,y;.,t 

(1) cJite tapkan dcngan k c p utu i:-Jn p imr, r :-Jr ,J,"," .1 

(3 ) Keputusan pimpinan fJf>PJJ •,dJ:;,v,:1; rn:.,n:, d p::11.fa 
ayat (2) dijad1ka n d&•,::Jr p~nc ,;,p:-,n ·.,,_, (];., tf:nt.ang 
peru bah an APBD 

(4) Keputusan pimpman DPf..>fJ •,cb;;sg~.im:-,n:;, dim1:,k, c.. J:,<'d~ 
ay at (2) dilaporkan pada ~1dc:1ng paripurn~ tJerir.utny;:-;, 

(5 ) Keputusan pimpinan DPPD !>~bagairnanc, a.rnak.Hud p arl-e:i 
ayat (2) disarnpaikan kepada (.Jubernur untuk p erub,;,han 

APBD pahng lambat 3 (tiga) hori Rete]ah K~p...i.•.usan 
t ersebut ditetapkan. 

BAB VIII 
AKUNTANSI DAN PE-LAPOPA"i KEUA·:cJ'A 

PEMEPJNTAH DAtRAH 

Bagian Kcsatu 
Akuntans1 Pemerintah Daerah 

Pasal 184 

( 1) Akuntans1 Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 
a Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 
b . SAPD; dan 
c. BAS untuk 
sesuai dengan 
undangan. 

Daerah, 
ketentuan peraturan perundang-

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan. 

l);plodai d<nQOO CamScanoer 



( 1 l I,< 1i,,.11,, 11 1 \kuntn11~i Pt•mcdntuh Daerah sebagaimana 
d,m 11 t,s,1d d \l,un P.1~,,1 l84 ov ... "lt (1) huruf a, meliputi 
l,d1qol....1n nt...unt .. 111~1 pclaporan keuangan dan kebijakan 
• al, 1111 I, 1ns1 ul ... un. 

( l) hch1J.1l.-.nn Hkuntnnsi pelaporan keuangan sebagairnana 
dtttwk~ud pnd .. l. uyut ( 1) cnemuat penjelasan atas unsur­
u11~l1t 1.,pon\n kcuangan yang berfungsi sebagai panduan 
d limn p<.·nv,1_1wn pelaporan keuangan. 

(,1) Kt·h1_1,tk,1n nkuntansi akun sebagaimana dimaksud pada 
.wnt ( l) xncngatur definisi, pengakuan, pengukuran, 
p<.'tlllnian. dnn/ utau pcngungkapan transaksi atau 
pt't 1stiw.:1 sesuai dengan SAP. 

Pasal 186 

( l) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) 

hun1f b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi 
dalnm melakukan identifik asi transaksi, pencatatan pada 
jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca 
saldo. dan penyajian laporan k euangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasiona1; 
e. laporan ams kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3} SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
sistem akuntansi SKPKD dan sis t em akuntansi SKPD. 

Pasal 187 

( 1) BAS untuk Daerah sebagaimana di.maksud dalam Pasal 
184 ayat ( 1) huruf c merupakan pedoman bagi 
Pemerintah Kota dalam melakukan kodefi.kasi akun yang 
menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan 
secara lengkap. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



(' 1i \~ \U\t\1 I .,r1 ,h ~ b.,~mm "', d,m.,ksti.l p.,d \ .1 nt (I) 
t, -r,u1u \U unt\l Uh'\\ \ljUrtl, .,11 ~t.\11st1l .. kc-u,11, •1111 d1111 

'·'l' ( .Ul ,·\I.IUR·'" ~ . , .\1,\ I\H:ihlU,\I \ Hll~ *''•" 11:-1 d.111 

t-·r'. ,,n~,,hct.,s, ,Ll\t.H ., l\•1nc1 int.th Pu:-. 11 <i<-np_,'1l 

l',·r 1c , .,h P.,c-1.,h. , .1n~ nwhp\lt 1 1wn~n11g)l.n1 nn, 
p,·l.\h.~.ll\.\.\l\ .1n~~.,1.n1 d.,11\ l,1p,,1 .u, kcu,11\A•"' · 

(.,) l~ \~ l,llt\tl-.. l ).1c1 .th $.t'b.,~.llm.1n.1 dnn.,k$\IO p,Hin .,, .,t l2) 
dtsc'l.u .1s.k.n, dcn~.1n h,\i.:_.tn .11-.un $l,HHi.tr Pc-nH'1111lah 

Pus.u st•su.1, ~h.·n~•"' 1-.<.'t<.'t\t\l,\l\ pt•t·.\l\lt ,\l\ p<.•n.1tuiang­
tnh.i.l.n~.u1 

8,t.__ll!l,ltl h.t'dU,\ 

f'ct1p,..'r,tn Kcu.lng.u1 P<.'HH'nnt,1h Dacrah 
P.u~nl l~8 

( l} Pe:lapor..u1 kt"U~u1g~l.n Pemcrintah Kotn. mc-rupakan proses 
pe:>n~7.1sun~u1 dan peny.1_1i:l.n laporan keuongan Pemerintah 
Korn okh ent1tas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas 
laporan keu~1.ngun S.KPD sdaku entito.s akuntansi. 

(2} Laporan kc:-uangan SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disusun dan clisajikan oleh kepala SKPD selaku 
PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca: 
c. laporan operasional: 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. cat a tan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD 
paling Iambat 2 (dua) bu.lan setelah tahun anggaran 

berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan pernndang­
undangan. 

Pasal 189 

(I) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) disu sun dan disajikan 
oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas 
pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit meliputi: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 

Dipindai dengan Cam Scanner 
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" fllJ'''I t lll IIJI I ilH hllll tl , 

l u 1,,. , u 11 c1 111 •1 1, flfl, 

ht (', 11 u 11 p,· 111l1 r1!11111 c• l.i11t11 N; d n 11 

, ell 11 111 H ill: , lt1po1 1111 kt·t11111g, 11l 

1,q 1 11 ,,,, , 111 l..c·111111g 111 l'c1ne1 intah Kotn scbagaimana 
tt, 11 • 11.. . 11d pud I nvrn ( I ) disnmpuikun kepada Wali Kota 

11i. 1.thtt M'l,rrl1111 t1 d , 1c•111h puling lnmbnt 3 (uga) bulan 

,c-1c-lt1h I t1u111 un~g 1nm berakh11 sc-suai dengan 
1 .. , · 11~111 u u1 prr111 ltt'Hll pt·t und,mg-undnngan. 

Pnsnl I t)Q 

( I) I .,p,11 .trl l,c·w111~1111 Pt•111e1111tnh Dnerah sebagaimana 
dimi1h.sud dnlnm Pnsnl J 8Q nynt (1) dilakukan reviu oleh 
.,p.11 .11 J>t'ng,m ,ts mtcrn,tl pcmerintah sesuai dengan 
1-.c•t c' tlt u , 1n pt•rnl urnn pcnmdnng undangan sebelum 
d1snmp.11k 1n kc.•pndn Rndnn Pemeriksa Keuangan untuk 
dtli1!-..ttkt1n pt·n1t·t 1ksnnn. 

( ') l ,lfhH .m kt·tmngnn Pemerintah Daerah sebagaimana 
d1m,1ksud pndn ayat (1) d1sampaikan kepada Badan 
Pt•nw, 1ksn Kcuong<1n paling larnbal 3 (tiga) bulan setelah 
1,1hun ,1nggaran bcrakhtr. 

(:') D.1J.un hal Bndan Pcmeriksa Keuangan belum 
mt"ny nmpaikan Japoran hasll pcmeriksaan paling lambat 
2 (d ua) bulnn sctelah mcnerima laporan keuangan dari 
Pt~mcr intah Kota, rancangan Perda ten tang 
pert,1nggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada 
DPRD. 

PasaJ 191 

Wali Kota mcmberikan tanggapan dan melakukan 
penvesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan 
Pemcriksu Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah 
Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3). 

Pasal 192 

( 1) Dalarn rangka memenuhi kewajiban penyampaian 
informasi keuangan daerah, PA menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan 
semesteran untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui 
PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 



(2) l>nl:111\ r.a11gk11 n1 1•11w1111lu l<r\\Uphn11 1u-11yo,upru un 
1nfo1 m ttsi kt•u.11t1-•1111 tl11c·111h , l't>KI > 1111 11 y 11H1111 cln11 

n11.•ny11jik1111 l n por 1111 kc•1111111':>1111 l11il11111111 d1111 w 111t ut,•, ll ll 

untuk disl11llp11tl,.11n kc p nd11 Mc•111(•1 i clrt11 1111· 1,1, 11 y lllJ.t 

n1e n yt·kn~gnrak11n L1t tts1111 pc•nu-1 i11t 1tl11111 d1 l11cl11n1-~ 
k euongn11 sesun, <kn go11 l<c-tc•ntt11111 1w1 . 11111 111 

perundang- unda1,~nn . 

BABIX 
PENYUSUNAN RAN C ANOAN Pl•: l~TAN<H,UNO,J/\WAH/\N 

PEL/\KSAN/\AN /\PBD 

Pnsnl 143 

(1) Wali Kota menyampniknn nuwnngnn Penln t<·nlung 

pertanggungjawaban pelak~Hmaan APBD kepuda DPRO 

dengan dilampiri laporan kc:uangnn ynng lc.'luh d1pcrikRa 
oleh Badan Pemcriksa Keuangan sertn ikhtisa1 laporan 
kinerja dan laporan keuanga.n BUMD puling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggnran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tenlang pcrtanggungjowaban 
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud padu ayat ( l) 

dibahas Wali Kota bersama DPRD untuk mcndapat 
persetujuan bersama. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Pcrda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
bulan setelah tahun anggaran bcrakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Wali Kota menyiapkan rancangan 
Peraturan Wali Kota ten tang p enjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 194 

(1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD untuk dievaJuasi sebelum ditetapkan 
oleh W ali Kota. 

Diplncl.31 dcngan CamSeanner 
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(2) fl,isil cvnluasi clisamp.iikan ol · h < ,ulw, nur sebagui wakil 
l'enicrint11h Pusat l«-1w dn W rtli Kotn puling l arnbut 15 
(l,nw bclu:,;) huri le, hit ung :wjok dite, ununyH runcongon 
Pcrcln tcnlnng pcrtanggungjuwalwn rw laksnn.i.m t\PBO 
clan rnncungan Pcr,1turan Wuli Kotu l<·nt,mg pcnjabnran 

pcrtanggungjuwubun pc..laksnnaan APBD scbugaimana 

climuksud pad a ayat ( 1) 

(3) Dalam hal Gubernur scbagai wakil Pemcrintah Pusat 
menyatakan hasil evaluas1 rancangan Pcrda tcntang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
Peraturan Wah Kota ten tang penjabaran 
pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai i<. 
dcngan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan 
APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, 
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan 
APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota 
menetapkan rancangan Perda menj adi Perda dan 
rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali 
Kota. 

(4) Dalam hal Gubernur seb agai wakil Pemerintah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban p elaksanaan APBD dan rancangan 
Peraturan Wali Kota ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan 
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan 
APBD, Peraturan Wali Kota tentang p e n jabaran APBD, 
Peraturan W ali Kota tentang penjab aran perubahan 
APBD, dan/atau tidak men indaklanjuti temuan laporan 

hasil pemeriksaan Bad an Pe meriksa Keuangan, W a1i Kota 

bersama DPRD m elakukan penyempurnaan paling lama 7 
(tujuh) hari terhitun g sejak hasil evaluasi diterima. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota 
menetapkan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD 
menjadi Perda tentang pertanggungjawaban APBD dan 
rancangan Peraturan W ali Kota ten tang Penjabaran 
pertanggungjawaban APBD menjadi Peraturan Wali Kota 
Pcnjabaran pertanggungjawaban APBD, Gubernur 
mengusulkan kepada Menteri u ntuk dikenakan sanksi sesuai 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 

0ipi1dai dcn,gan CamSconner 



Pasal 195 

(I) Dulnm lwl dulam wuktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya 
ranc-ungun Perdu ten tang pertanggungjawaban 
pelaksannan APBD dari Wali Kota, DPRD tidak 
mengmnbil keputusan bersarna dengan Wali Kota 
lerhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, Wali Kota menyusun dan 
menctapkan Peraturan Wali Kota ten tang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayal ( 1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan 
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pu.sat tidak 
mengesahkan rancangan Peraturan W ali Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota 
menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tersebut 
menjadi Peraturan Wali Kota. 

BABX 
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 196 

( 1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola 
pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib 
mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan 
seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas 
piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya 
dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Dioindai dengen CanSc:enner 



Pasal 197 

Piutan g Daerah d a pat diha puskan sccaro mullnk u tau 
bersyara t dari pembukuan sesu ai den gan ketcntuun 
peraturan perundang-undangan yang mengatur m en genni 
p engha pusan piutang negara dan Daerah, kecuali m en gcn a i 
Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan scsu ai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 198 

(1) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan K 
masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaia n , 
kecuali mengenai Piutang Daerah yang c ara 
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang 
Daer ah yang mengakibatkan masalah perdata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penghapusan 
piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 

Pasal 199 

( 1) W ali Kota dapat melakukan pengelolaan utang daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Wali Kota dapat melakukan pmJaman daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. 

(3) Biaya yang tim bul akibat pengelo laan utang dan 

pinjaman daerah sebagaimana d im aksu d p a d a ayat (1) 
dan ayat (2) dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Investasi Daerah 

Pasal 200 

(l} Pemerintah Kota dapat melakukan investasi dalam 
rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 
manf aat lainnya. 

(2) Investasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 
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Bugum Kc, m put 

I', 11grloln11 11 lin1u11 g Mil1k 1Jm.:1nh 

P,i:wl ~o l 

Penpclolrntrt HMD tt1C"lipul1 r·au ~ lcoi;111 kt g1otora J• n~d,,J, " 
BMD ~wsuai clcnga11 kt"lc·nltu.tt1 Jlf'I Hl1um, J1t1u11dn11~ 

tinclnngun. 

BAB XI 
BAOAN LAYANAN UMUM D/H•,l<l\.fl 

( 1) Pcmerintah Kotu do.put mcmbcntuk Bl,TJJJ d ,1lnrt1 rnng,ko 
mcningkatkan pclayanan kcpc.1du rn i•••yn r;, i•ttt s ~uu, 

dengan ketentuan perat uran pcrund::,ng und:uiv,an 

(2) Dalam rangka meningkatkan pelny:inan k Jmc.lf, 

masyarakat sebagaimana dimaksucl pr1da .. 1yat (I), lhd1 

Kota menetapkan kebijakan flek•J1b1lit11s HLIJfJ doJnm 
Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan okh p GJ: 1 b~,t 
pengelola BLUD. 

(3) Pelayanan kepada masyarakat sebagaiman:1 d1m:-iksu<l 
pad a ayat ( 1) meliputi: 
a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum; 
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan 

ekonomi dan/atau layanan kepada masyan-.tk~t; 
dan/atau 

c. pengelolaan wilayah/kawasan 
meningkatkan perekonomian 
layanan umum. 

tertentu untuk tujuan 
masyarokot atuu 

(4) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana d1maksud pada 
ayat (2) bertanggung jawab atas pclaksanaan kebijakan 
fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan 
umum terntama pada aspek manfaat dan pelayanan yGA_ng 
dihasilkan. 

Pasal 203 

( 1) BLVD merupa.kan bagian dari Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

(2) BLVD merupakan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan 
Kegiatan BLUD yang bersangkutan scsuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Dioindal dengan CamScan.ner 
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( q 1111 J 1> 11ic·11}11 11 11 1c·111 n11n l11s111s dnn nnggoran. 

( I) I flj)(lllll1 I ,·1HlllH Ill 111.UI> dtBUSlln l,erdnsorkan SAP 

Prnml ~<J'I 

1•,·1111,11 1111111 I 1•ur111g 111 BLUI> clilnkukan olc:h PPKD don 
p,·11111111 an11 1,•I 11itt Hl,Ul> dilnkukun olch kepala SKPD yang 
11<•11t111gg1111g111wul> utns Urusnn Pcmcnntohan yong 

1>1•1 :-, 111gl llltlll. 

Pasal205 

(I) Sc•lw 11h pcncloputun BLVD dapat digunnkan langsung 
1101 uk m('rnbmyai belanja BLUO yang bersangkutan. 

(2) Pc•ndapat an BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mcliputi pendapatan yang diperoleh dari a.ktivitas 
pe11ingkutun kualitas pelayanan BLVD sesuai kebutuhan. 

Pasal 206 

Rcncana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan 
Kmcrja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang 
t1duk terp1sahkon dari rencana keIJa dan anggaran, APBD 
serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

BAB XII 
PENYELESAJAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 207 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh 
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib 
scgera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

Pasal 208 

(I) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan b endahara, atau 
pejabat lain yang karena perbuatannya m elanggar hukum 
atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak 
langsung merugikan Kota wajib m engganti kerugian 
dirnaksud. 

(2 ) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Olpindal dc-ngan ComSc.:i.nnar 
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(-l) l'.1111 col"n pt•n~~""' tnn ke1 ugi,m dacruh sebagnimnnn 
dimnk:-ud pnd., 11v11t (I) i-; •suai d<'ngan kctcntunn 
pc1.it un 111 pt'r 111Hlllll~ und1u1~n11 . 

BAB Xl ll 
lNFORM/\~ I KEUANGAN DAERAll 

Pnsu l 209 

( 1) Pt'mt'rtntnh Kotn wn1ib 1nc nycdiaku n informasi keuangan 
dac.:rnh ctnn diumumkn n k c pada masyarakat. 

(2) lnfonnnsi kcunngnn <lucrnh scbagaimana dimaksud pada 
aynt ( 1) paling scdikit mcmuat informasi penganggaran, 
pdnksl\nnon anggaran, dan laporan keuangan. 

(3) lnformasi kcuangan daerah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) digunakan untuk: 
a. membantu Wa li Kota dalam menyusun anggaran 

daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan 

Keuangan Daerah; 
c. membantu W ali Kota dalam melakukan evaluasi 

Kine1ja Keuangan Daerah; 
d. m enyedial<:an statistik keuangan Pemerintah Kota; 
e . mendu kung keterbukaan inf ormasi kepada 

masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi 

keuangan daerah; dan 
g. mela.kukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

( 4) lnformasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mudah diakses oleh m asyarakat dan wajib 
disampaikan kepada Menteri d an m en teri yang 
menyelenggarakan urusan p em erintahan di bidang 
keuangan. 

(5) Dalarn hal Wali Kota tidak mengumumkan infonnasi 
keuangan daerah se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sampai dengan ayat (4) d ikenai sanksi administratif 
sesuai ketentuan peraturan p e rundang-undangan. 

BAB XIV 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 2 10 

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengaw asan 

Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Perangkat Daerah. 

Dipi11cla i dengan CamSc an/lN 
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wl ,1,g,,1111111111 d11J1r1k ud p,HJu riyut (1) 
d11l 11111 I 11 , ii I d e 11 1 11 111 n 11, l t1n1 11 dt(HI 1, 

tl t ,11 p•ltitd 11111 , u ,111 p•11rlita1n dun 

( \) l'c 11f~11wr1111 111 w l u 1f~fl11 111111 r 1 d11111,ku111I purl s, 11yl! I (I) 

cld.1l,11lc 111 cl1d.i111 lw11t1d< 111d1t, ,,·v111 , vultHJff1, 

1w111111 tf 11111111, luutl,11111,1111 I 1•lc111r1 , <1 1111 1,,.,. I 111< p1•n11,1,w:JtHtn 

J,ii1111yn :u-:11 ir1i d1· 11w111 lc,•11•11111,111 1w1:it111ut1 rwr 111clat1g 

111 I ( I t I I I f~l 111 , 

PIIHII I '.I. I I 

( J) Pt· rr1hi 11 111111 d1111 I" 11w1w11•11 111 ,,. , '"'""'' P' IIY,Y,IITJIHHI UHH, 
I >AU dnu U/\1\ cl:d : 1111 /\Pl H > dil :1k •~k : ,r1 d,·nY,an c an.1 

1-1 11pt•1 vii-.c·, JH 1111111111111111 clo11 pc:11g,·vnlu;1~i,1n . 

(2) Supc·, viHc·, p1•1111111t11un11 , d :1t1 p< n11,cv:Jluas ian , 
pc nggl1111111 11 l)I UI , 1)/\lJ, drn1 l>AK :H;h uY,uirn;nw dimc1ksucl 

p11d1111y11t (I) I" rl11pw11 unl11k 
n . n1<· 11w1-111kn11 hsd1wu I )H I I 8U<hth d1m;infa:11 kan ~l c,an.1 

opt,nrnl uni uk munl,i:1y111 urubtin pcmcrintahan yang 
mcn1ucl1 kc w<·rrnngon Kol fl dun fl<:Nuai dcngan pnoritas 

kola lcrmc1"1uk tffut:HHl p,;rnc·rintahon tcrtcntu yang 
dint ur dulwn pc rut u, on Pcrunclong undungan ; 

b m<·rnastikrn1 hahwu DAU sudah dimHnfawtkun sccara 
optimHI untuk n1<:mb1uyui urusun pcmcrintahan yang 
m< njuch k< wc.-nm1w.m Kotu tcruturna untuk penycd1aan 
pcJuyanun publik ~w~uai dcngan kctcntuan pcraturan 
p<·runcfong- uncl,mgun; dun 

c mcmu~t1ka11 tmhwa DAK sudah dimanfaatkan sccara 
opt im:.d unt ltk rncmbiayui ur usun p<:mcrintahan pada 
kcgiutan khusus ynng mcnjadi kcwcnangan Kota 
scsu~i dengan pnoritas Nnsional pada tuhun anggaran 
bcrkcnw1n . 

( J) Wuli Kotu mcmberikun uunksi 
Kc paJH SKPD s<·bagni sala h sat u 
tidak opt1malnya pcnCHfHuan 

anggarun b,·rkcnaun. 

odministratif kepada 
bcntuk pembinaan atas 
kincrja dalam tahun 

(2) Kct,:ntuun Jcbih lnnjut rn<·n gcnui pemberian sanksi 
adrninistrut if scbagaimnnH dirnaksud pada ayat ( 1) diatur 
dcngttn Pcraturan Wali Kota. 

l);plodai d<nQOO CamScanoer 
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I, I• 111111111 I" I 1111111111 1'' I llll.f l 111y, I 11,d ,1111-1.1111 

( J) l'r 1111'11111td1 I 111 11 llll'lll' f l ljdU 111 l l , ,, Ill ,,, lfl f' I 111l u h t ir1 

l w 11111 lf tl 1• l1• l<l1t111d d 1tl i 1111 1'1111-~• •l1,l,, r11, l( , •11(1111-1.1111 IHwr rtl, , 

( :.') l'r111•1 If' ,11 11 1, •111 1w1111· 11111ftl11111 

r11'1111f~· ""' 1111, d1111 II 111111 p111l1, 11y1tl 

l1r.rl11,111 n 1•lrkl1011il• 

(I) 1h1p11I dil .1J,11J., 1,11 

:w« t 1111 lw,111111,1, d1111•t111111lc,111 cl,· 11f1.t111 l<ri11d1 r11 d r111/11 t r111 

I 1p11111l ( 1 t l'r111111111 ilt l>1w1 1il1 If' l tllll d,·11w111 k,·t, ,,1,wn 
J ll II ti I II I 111 J WI II I I(,, II If-~ 1111 d I I II f-~1 I 11 , 

(: l) l'f'lll('I i11l11li J )11f 11il1 w11jil, Hit IWISlpiu ,n :-; it.te rn 

1w111c·1111tttl11111 lu I h11:ii t1 dd<l1C>111k d, l,1d1,t1g f't·rigelol t1:1n 

Kc•llf111g1111 I >1wr11'1 w •c•11111 I c·r 11111 v,1 u n i pal ing scdiki l 

111t'liput i · 
,1. pc·11y11Ht 1111111 J11 '*' 111t1 dun Kc;µ,i;,lf,n clfiri n nc ;ina kcrja 

Pnrwn11t rd1 Duc·111li ; 

b 1><·11yus t111w1 ,c n< mw k<:rjo SKI'D; 
c. pt·nyllSlllHIII w1gg11nw ; 

d . JH·ng<:loluan Pt·nch1pnt11n Dacruh; 
<'. pclaksanuun dun penutuusuhaan Kcuang,in Dacrah; 
f. akuntunsi don pclnporun; dttn 

g. pcngadaan barnng dan .1asa. 

(4) Kctcntuan mengcnai pcdomun pclaksanaan pcncrapan 
sjs tcm pcmcnnUthan bcrbusis clcktronik d1 b1dang 
PengcJolaan Keuangan Dacrah sebaga1mana dimaksu d 
pada ayat (2) dilaksanakan scsuai dcngan ketcntuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTU P 

Pasal 215 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 
tenta ng Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 
Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Oiplndai dengan CamSCanncr 
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(2J Peraturan pelaksanaan dari P raturan Daerah Koto 
Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok 
pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Doeroh 
Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 02), dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bcrtcntungan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 216 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 217 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal, 3D 9e.r(vnl--e.r 7°1.1 
WALi KOTA UBUKLINGGAU, 

,.. 

/ 
NA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal, 3o ~esem~ ~I 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

,. 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN .. °½>!--f 
NOMOR \o 
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 
PROVINS! SUMATERA SELATAN .. (1~/ :k)g.} 

Dlpindal deni;ian C8mScaoner 


